" &

| N

- LA
i & ':#3""

(@] GADJABELANC

5953789

AR A
i l{ e |

\ g g

| et
“uinsby.ac.id digil



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Leni Novita Sari

NIM : C02207167

Semester : VIII

Jurusan : Muamalah

Fakultas : Syariah

Alamat : J1. Margo Utomo No. 105 Kebakalan-Porong-Sidoarjo

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang
berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Pembiayaan Musyarakah Di Ksu
Syari’ah BMT An-Nur Mojosari Kabupaten Mojokerto” adalah asli dan bukan hasil
dari plagiat, baik sebagian atau seluruhnya kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk

sumbernya.

Surabaya, 28 Juni 2011
Saya yang menyatakan

M A
HEMrer gl

g
L o Y aamcti

433(32.‘\/\!’744892 '

%000
Lem Novnta Sari
C02207167




PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang telah ditulis oleh Leni Novita Sari ini telah diperiksa dan disetujui

untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 24 Juni 2011

Pembimbing

/ey

Dr. Sri Warjiyati, SH., MH.

NIP. 196808262005102001



PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Leni Novita Sari ini telah dipertahankan di depan sidang
Majelis Munaqgasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Kamis,
tanggal 12 Juli 2011, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk
menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi :
Ketua, Sekretaris,
Dr. Sri Warjiyati¥ SH., MH
NIP. 196808262005102001 1968080620000310
Penguji 11, Pembimbing
5
) /LJW
Prof, Dr. A, Faishal Hag, M.Ag. Siti Mlisi{qoh, M.EI Dr. Sri Warjiyati
NIP. 195005201982031002 NIP. 197608132006042002 NIP. 19680826%05 102001

Surabaya, 21 Juli 2011
Mengesahkan,
Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel

‘Qn- t,':". 5201982031002

SUNA"S‘ P

iii



ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan yang berjudul Analisis Hukum
Islam Terhadap Pembiayaan Musyaraksh di KSU Syariah BMT An-Nur Mojosari
Kabupaten Mojokerto. Penelitian ini diilakukan untuk menjawab pertanyaan :
Bagaimana praktik pembiayaan musyarakah di KSU Syariah BMT An—Nur
Mojosari Kabupaten Mojokerto dan Bagaiamana analisis hukum Islam terhadap
praktik pembiayaan musyarakah di KSU Syariah BMT  An—Nur Mojosari
Kabupaten Mojokerto.

Dalam penelitian ini tehnik yang digunakan adalah deskriptif analisis yakni
memaparkan data-data yang ada kemudian dianalisis dengan menggunakan pola pkir
induktif, yaitu mengoreksi data-data yang bersifat khusus kemudian ditarik pada
kesimpulan yang bersifat umum.

Hasil penelitian yang ditemukan adalah bahwa: praktik pembiayaan
musyarakah di KSU Syariah BMT An-Nur Mojosari Kabupaten Mojokerto, modal
yang disetorkan hanya dari BMT sedangkan nasabah tidak dan margin keuntngan
sudah ditetapkan sebesar 2% untuk BMT dari jumlah pembiayaan yang diberikan
kepada nasabah serta ditetapkannya adanya denda.

Jika di analisis dari segi praktiknya, produk pembiayaan musyarakah ini tidak
termasuk dari jenis-jenis syirkah yang sudah dijelaskan. Dengan demikian hasil
penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik pembiayaan musyarakah bukanlah
seperti yang telah dikonsepkan dalam Islam, melainkan praktik utang piutan gyang
dalam pengembliannya terdapat kelebihan yang sudah diyaratkan sebesar 2%.
Didalam Islam, hal semacam ini tidak diperbolehkan karena terdapat unsur
penambahan dalam pengembaliannya.

Sejalan dengan kesimpulan diatas, maka disarankan kepada pendiri dan
pengelola KSU Syariah BMT An-Nur Mojosari Kabupaten Mojokerto untuk
menerapkan musyarakah seperti yang telah terkonsep dalam hukum Islam dan BMT
juga harus memberikan informasi yang benar kepada nasabah mengenai produk-
produk pcmbiayaan yang ditawarkannya.
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BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Dalam mclakukan kcgiatan ckonomi banyak sckali ragam dan caranya,
dan salah satu cara dalam melakukan kegiatan ekonomi adalah dengan
bekerjasama. Salah satu bentuk kerjasama yang diperbolehkan dalam Islam

adalah musyarakah di samping mudarabah.

Syirkah atau musyarakah berarti percampuran, yaitu percampuran antara
sesuatu dengan yang lainnya, sehingga sulit dibedakan. Syirkah termasuk salah
salu bentuk kerjasama dagang dengan syarat dan rukun tertentu, yang dalam

hukum positif disebut perscrikatan dagang.'

Syirkah atau musyarakah adalah bentuk kerjasama antara dua orang atau
lebih dengan cara menggabungkan harta masing-masing serta sama-sama
terlibat dalam pengelolaannya untuk memperoleh keuntungan seccara

proporsional sesuai penyertaan modal yang diinvestasikan.’

Kerjasama dalam bidang ckonomi sangat banyak manfaatnya, sebab
dengan kerjasama itulah akan mendatangkan kemaslahatan, kescjahtcraan, dan

kcbahagiaan, Kcrjasama dalam hal apa saja diperbolchkan dalam Islam, sclama

' Nasrun Haroen, Figih Muamalah (Jakarta: Gaya Mcedia Pratama, 2007), h. 165.

* Saad Abdul Sattar al - Harran, Islamic Finance Patnership linancing (Malaysia: Pelanduk
Publication, cet 2, 1996), h. 74.



tidak ada dalil yang melarangnya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat

al-Maidah ayat 2:
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Artinya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan
Jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah
kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya. >

Para pemilik modal yang tidak mempunyai usaha produktif akan
menerima scbagian keuntungan, disebabkan investasi yang ditanamnya.
Sedangkan bagi pemilik modal yang sanggup mecnjalankan usaha produktif
sementara masih menanam modal kcpada pihak lain akan mendapatkan
keuntungan pula. * Legalitas syirkah terdapat di dalam al-Qur’an pada surat as-

Sad ayat 24 :
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Artinya: Daud bcrkata: "Scsungguhnya Dia (clah berbuat zalim kepadamu
dengan mcminia  kambingmu itu  untuk ditambahkan kcpada
kambingnya. dan Scsungguhnya kcbanyakan dari orang-orang yang
berserikal ity scbahagian mcercka berbuat zalim kepada scbahagian

* Departemen Agama Republik Indoncsia, 4/ - Quran Dan Terjmahnya, h. 156.
" Helmi Karim, /f7gh Muamalah (Jakarta : PT Raja Garfindo Persada, cet 2. 1997). h. 12.



Yyang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal
yang saleh; dan Amat sedikitlah mercka ini". dan Daud mengetahui
bahwa Kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya
lalu menyungkur sujud dan bertaubat.’

Dan juga pada Hadis Qudsi yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah r.a :
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Artinya: “ Dari AbI Hurairah ra. Allah SWT telah berfirman “Aku menyertai
dua pihak yang sedang berserikat (berkongsi) selama salah satu dari
keduanya tidak menghianati yang lain, seandainya berkhianal maka

aku keluar dari penyertaan tersebut” (Hadis Qudsi riwayal Abi
Hurairah ra)

Dalam kegiatan ekonomi modern saat ini, syirkah atau musyarakah
banyak dipraktikkan pada lembaga keuangan baik yang bank maupun bukan
bank dalam bentuk penyertaan modal dimana lembaga keuangan sebagai
penyedia dana dan nasabah sebagai pcngelola dana. Salah satu lembaga
kcuangan bukan bank adalah BMT. Musyarakah yang ditcrapkan olech BMT
scbenarnya tidak jauh berbeda dengan yang dipraktikkan oleh bank, yakni
nasabah dan BMT sama-sama memiliki komposisi modal yang tidak harus
sama. BMT incrupakan lcmbaga yang mcmpunyai dua fungsi, yang pcrtama

yaitu mengumpulkan dana yang berasal dari zakat. infak, dan sedckah sedangkan

$ Departemen Agama Republik Indonesia, af - Qur'an Dan Tegjmahiya, h. 735
® Abu Dawud. Sunan Abu Dawud Jur 3 (Cairo - Dar ol Hadis, 1999 M/1420 1), h. 1470,



fungsi yang kedua adalah meyalurkan dana-dana di atas kepada masyarakat

untuk membantu pertumbuhan ekonomi masyarkat yang membut uhkan,

Dari sekian ribu BMT yang ada di Indonesia salah satunya adalah KSU
Syariah BMT An-Nur yang terletak di Kecamatan Mojosari Kabupaten
Mojokerto Jawa Timur. BMT ini menyediakan tiga jasa pembiyaan yakni ijarah,
murabahah, dan musyarakah. Pembiayaan ijarah disebut juga dengan
pembiayaan mutifungsi karena bisa dipergunakan untuk pembayaran sewa,
pengalihan hutang, dan biaya pendidikan. Untuk pembiayaan murabahah
dipegunakan untuk transaksi jual beli dan biasanya disebut juga dengan
pembiayaan konsumtif, scperti untuk pembiayaan dalam membeli scpeda motor.
Dan untuk pembiayaan musyarakah digunakan untuk usaha dagang. Disini yang
scdikit berbeda terdapat pada pembiayaan musyarakah, dimana praktiknya
hampir sama dengan praktik pinjaman atau kredit yang ada pada lembaga
kcuangan konvensional, karena tidak ada penyertaan modal dari nasabah dan
tidak ada kcscpakatan proscntasc bagi hasil antara BMT dan nasabah jika
nasabah mendapat keuntungan atau kerugian serta jika terjadi kerugian hanya di
tanggung olch nasabah saja. BMT sccara scpihak mcnctapkan berapa jumlah
margin kcuntungan yang harus dibayar olch nasabah sctiap bulannya bescrta

angsura pokok tanpa memperhatikan pendapatan nasabahnya terscbut.

Dari ketiga jenis pembiayaan terschut praktiknya sama yang menjadi

pecmbedanya hanyalah pembiayaan tcrschbut hendak dipergunakan untuk tujuan



apa kemudian di masukkan pada akad yang sesuai dengan tujuan
pembiayaantersebut. Dari sedikit penjelasan di atas, maka penulis tertarik untuk
melakukan penelitian dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap
Pembiayaan Musyarakah Di Koperasi Serba Usaha (KSU) Syariah Baitul MalL

Wa Tamwil An-Nur Mojosari Kabupaten Mojokerto”

. Identifikasi Masalah
Dari uraian latar belakang masalah di atas, masalah-masalah yang akan

dibahas alam melakukan studi penelitian ini adalah:

1. Gambaran umum KSU Syariah BMT An-Nur Mojosari Kabupaten
Mojokerto

2. Praktik pembiayaan musyarakah di KSU Syariah BMT An—Nur Mojosari
Kabupaten Mojokerto

3. Jaminan dan denda dalam pembiayaan musyarakah di KSU Syariah BMT
An—Nur Mojosari Kabupaten Mojokerto

4. Analisis hukum Islam terhadap praktik pembiayaan musyarakah di KSU

Syariah BMT An—Nur Mojosari Kabupaten Mojokerto

. Pembatasan Masalah
Agar dalam penulisan skripsi ini terarah dan terfokus, maka penulis
cukup membatasi masalah pada dua pokok masalah yang menjadi inti dalam

penulisan skripsi ini, yaitu:



1. Praktik pembiayaan musyarakah di KSU Syariah BMT An—Nur Mojosari
Kabupaten Mojokerto.
2. Analisis hukum Islam terhadap praktik musyarakah di KSU Syarish BMT

An-Nur Mojosari Kabupaten Mojokerto.

D. Rumusan Masalah
Dari uraian latar belakang masalah secbagaimana dikemukakan di atas,
maka masalah yang hendak dicarikan jawabannya lewat penelitian ini dapat

dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pembiayaan musyarakah di KSU Syariah BMT An-Nur
Mojosari Kabupaten Mojokerto?
2. Bagaiaman analisis hukum Islam terhadap praktik pembiayaan musyarakah

di KSU Syariah BMT An—Nur Mojosari Kabupaten Mojokerto?

E. Kajian Pustaka
Kajian pustaka adalah deskripsi tentang kajian atau penelitian yang
sudah pcrnah dilakukan di scputar masalah yang ditcliti schinnga terlihat jelas
bahwa kajian yang scdang akan dilakukan ini tidak merupakan pcngulangan

duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada.’

7 Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, Petunjuk Penalisan Skripsi( Cetakan 11, Januari
20011) h. 9.



Upaya membahas tentang pembiayaan musyarakah telah di bahas oleh

beberapa mahasiswa IAIN Sunan Ampel Surabaya dan sudah terdapat sembilan

(9) judul skripsi tentlang musyarakah, yait u:

1.

Syahrul Aliem Kf, tahun 2002 dengan judul Efektifitas Pembiayaan
Musyarakah Dalam Meningkatkan Pendapatan Bank Pada BPR Syariah
Baktimakmur Indah Sidoarjo skripsi ini membahas tentang konsep dan
prosedur pembiayaan musyarakah serta efektifitas pembiayaan musyarakah
di BPRS Bakti Makmur Indah Taman Sidoarjo.

Ainin Sulfiyah, tahun 2004 dengan judul Aplikasi Pembiayaan Musyarakah
Dan Strategi Bauran Pemasaran Di PT. BPR Syariah Al-Hidayah Beji
Pasuruan Dalam Perspektif Hukum Islam yang didalamnya membahas
tentang aplikasi pembiayaan musyarakah dan strategi bauran pemasaran
yang diterapkan oleh PT. BPR Syariah Al — Hidayah Beji Pasuruan dalam

meningkatkan jumlah nasabah pembiayaan.

. Nur Laily, tahun 2007 dcngan judul Tinjauan Hukum Islam Tcrhadap

Revenue Sharing Pada Produk Pembiayaan Musyarakah Di Bank BRI
Syariah KCP Surabaya Kaliasin yang mcmbahas tentang sistcm bagi hasil
yang digunakan Bank BRI Syariah KCP Surabaya Kaliasin adalah sistem

revenue sharig (bagi pendapatan), dimana perhitungan bagi hasil berdasarkan

pada pendapatan usaha tanpa dikurangi dengan beban  usaha  untuk

mcndapatkan pendapatan usaha terscbut.



4. R.B.M Saiful Arif, tahun 2007 dengan judul Tinjauan Hukum Islam Tentang
Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Pembiayaan Musyarakah Di Bank
Muamalat Surabaya, skripsi ini membahas tentang akibal hukum yang
terjadi jika nasabah tidak atau melakukan suatu wanprestasi serta
bagaimana cara menyelesaikannya.

5. Saikhul Hadi, tahun 2008 dengan judul Analisis Hukum Islam Terhadap
Penilaian Cash Flow Pada Pembiayaan Musyarakah Di Bank Muamalat
Indoncsia Cabang Surabaya, skripsi ini membahas tentang dasar penilaian
terhadap pembiayaan dalam perbankan scria tehnik penilaian cash fAow
dalam perbankan.

6. Kristian Handayani, tahun 2008 yang berjudul Tinjauan Hukum Islam
Tcrhadap Swamitra Bank Bukopin Syariah Dalam Akad Pcmbiayaan
Mudarabah Musyarakah (Studi Kasus di Koperasi al-Kautsar IAIN Sunan
Ampel Surabaya) yang membahas tentang kerjasama dan kesepakatan
prosentase bagi hasil serta penyertaan modal usaha antara Bank Bukopin
Syariah dengan Koperasi al-Kautsar IAIN Sunan Ampel Surabaya.

7. Mifiakhul Jannah, tahun 2009 dengan judul Tinjauan Hukum Islam
Terhadap Mckanisme Pcembiayaan Musyarakah Konstruksi Pada Bank
Tabungan Ncgara Syariah Cabang Surabaya, mcmbahas  tentang
pcmbiayaan musyarakah yang dilakukan oleh Bank Tabungan Negara

Syariah Cabang Surabaya mcnggunakan sistem patungan modal. dimana



pihak bank sebagai penyedia dana dan nasabah sebagai pengelola usaha yang
juga ikut menyertakan modal

8. Moh. Yazid Basthomi, tahun 2009 dengan judul Penerapan Sistem
Mudarabah Musyarakah Pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Surabaya
Dalam Perspektif Hukum Islam, yang didalamnya membahas tentang
mekanisme pengelolaan dana pescrta asuransi dimana pihak pengelola juga
ikut menyertakan modalnya daam kegiatan investasi tersebut.

9. Uswatun Chasanah, tahun 2010 dengan judul Penyclesaian Hutang Yang
Dialihkan Dengan Akad Musyarakah Di BRI KCP Diponegoro Surabaya,
yang didalamnya membahas tentang penyelesaian hutang yang dialihkan
berpindah ke BRI Syariah dan oleh Bank BRI Syariah kemudian dibuatkan
akad musyarakah untuk mqncnt ukan bagi hasil atas pendapatan penyclesaian
sisa hutang nasabah kepada BRI Syariah dengan cara membayar
(mengangsur) sejumlah modal atau dana yang dimiliki oleh BRI Syariah.

Sedangkan dalam skripsi ini .bahasannya ditekankan pada praktik
pembiayaan musyarakah di BMT An-Nur Mojosari Kabupaten Mojokerto yang

pada praktiknya sama dengan sistem pembcrian pinjaman atau kredit yang di

tcrapkan pada lcmbaga kcuangan konvensional.

. Tujuan Penelitian
Bertitik tolak dari rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin

dicapai adalah scbagai berikut:
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1. Untuk mengetahui praktek pembiayaan pada produk musyarakah di KSU
Syariah BMT An-Nur Mojosari Kabupaten Mojokerto.

2. Untuk melakukan penilaian terhadap prakiek produk pembiayaan
musyarakah di KSU Syariah BMT An—Nur Mojosari Kabupaten Mojokerto

dengan menggunakan analisis hukum Islam.

G. Kegunaan Hasil Penelitian
Hasil dari penclitian ini diharapkan dapat mecmberikan kegunaan

(manfaat) baik sccara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Sccara tcoritis, hasil penclitian ini dapat menambah pengetahuan tentang
musyarakah.
2. Secara praktis, hasil penclitian ini dapat meberikan wawasan Dbagi

pengembangan kajian musyarakah di masa yang akan datang.

H. Definisi Operasional
Skripsi ini berjudul analisis hukum islam terhadap pembiayaan
musyarakah di KSU Syariah BMT An-Nur Mojosari Kabupatcn Mojokerto.
Agar di dalam pcnulisan skripsi ini dapat dimengerti dan dipahami, schingga
nantinya tidak menimbulkan keraguan berkaitan dengan judul tcrsebut, maka
penulis  mcerasa  adanya dcfinisi  operasional  sangat  dipcerlukan.  Adapun

dcfinisinya scbagai berikut:



11

1. Pembiayaan Musyarakah

Adalah perjanjian kerjasama antara dua pihak atau lebih
pemilik modal (uang atau barang) untuk membiayai usaha tersebut
dibagi sesuai dengan persetujuan antara pihak—pihak tersebut, yang
tidak harus sama dengan modal masing-masing pihak. apabila terjadi
kerugian, maka pembagian kerugian dilakukan scsuai dengan pangsa
modal masing-masing® Sedangkan definisi dari menurut hokum
Islaam yakni syirkah atau musyarakah berarti percampuran, yaitu
percampuran antara sesuatu dengan yang lainnya, schingga sulit
dibedakan. Syirkah termasuk salah satu bentuk kerjasama dagang
dengan syarat dan rukun tertentu, yang dalam hukum positif disebut

perserikatan dagang.’

Pembiayaan musyarakah di KSU Syariah BMT An-Nur
Mojosri Kabupaten Mojokerto sebagian besar ditujukan pada untuk

mcmbiayai usaha kccil masyarakat scperti untuk berdagang.

2. Hukum Islam
Yang dimaksud hukum Islam disini adalah peraturan dan

kctentuan yang berkcnaan dengan konscp musyarakah dan utang

8 Warkum Sumitro, Azas - azas Perbankan Dan Lembaga — lembaga terkait (BAMUI dap
TAKAFUL) di Indonesia ( Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1996 ) h. 34 35,
? Nasrun Haroen, Figih Muamalah (Jakarta: Gaya Mcedia Pratama, 2007), h. 165.
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piutang berdasarkan al -Qur’an, Hadis, dan pendapat beberapa ulama’

ternama.'o

3. BMT

Istilah BMT adalah penggabungan dari bafu/ mal dan baitul
tamwil. Baitul mal adalah lembaga kcuangan yang kegiatannya
mengelola dana yang bersifat nirlaba (sosial). Sumber dana diperolch
dari zakat, infak, dan scdckah atau sumber lain yang halal,
kemudaian dana terscbut disalurkan kepada yang berhak, atau untuk
kebaikan. Adapun baity tamwil adalah lembaga keuangan yang
kegiatannya adalah mcnyalurkan dana dari masyarakat yang bersifat
profit motive. Penghimpunan dana dipcoleh dari pihak ketiga dan
penyalurannya dilakukan dalam bentuk pembiayaan atau investasi
yang dijalankan berdasarkan prinsip syariat.!! Pada KSU Syariah
BMT An-Nur Mojosari Kabupaten Mojokerto dana diperoleh dari
modal BMT dan simpanan pihak kctiga kemudian disalurkan kcpada

masyarkat dalam bentuk pembiayaan.

' Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ( Jakarta :

Balai Pustaka, 1997 ), h. 360.
" Hertanto Widodo dkk, PAS (Panduan Akuntansi Syariat ) Panduan Prakiis Opersional
Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) (Bandung : Mizan. 1999) h. 81,
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4. Utang-Piutang
Adalah penyerahan (pemilikan) harta al-misliyat kepada
aorang lain untuk ditagih pengembaliannya atau dengan kata lain
suatu akad yang yang bertujuan untuk menyerahkan harta a/-misliyat

kepada pihak lain untuk dikembalikan yang sejenis dengannya.'?

L Metode Penelitian
1. Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilakukan di KSU Syariah BMT An—Nur Mojosari
Kabupaten Mojokerto yang beralamat di Jalan Airlangga no. 46 Kelurahan

Wonokusumo kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto.

2. Subyek Penelitian
Subyek penelitian ini adalah KSU Syariah BMT An—Nur Mojosari
Kabupaten Mojokerto serta para pengurus dan karyawan yang melaksanakan

kegiatan pembiayaan musyarakah.

3. Data Yang Dikumpulkan
Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data—data yang
berkaitan dengan praktik produk pembiayaan musyarakah di KSU Syariah

BMT An—Nur Mojosari adalah scbagai berikut:

2 rbid ho171
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a. Data tentang proses pengajuan pembiayaan musyarakah di KSU Syariah
BMT An-Nur Mojosari Kabupaten Mojokerto.

b. Dala tenlang penentluan pembiayaan musyarakah di KSU Syariah BMT
An-Nur Mojosari Kabupaten Mojokerto.

c. Data tentang pola kontrak pembiayaan musyarakah di KSU Syariah
BMT An-Nur Mojosari Kabupaten Mojokerto.

d. Data tentang penghitungan bagi hasil musyarakah di KSU Syariah BMT
An-Nur Mojosari Kabupaten Mojokerto.

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diklasifikasikan menjadi dua, yaitu:

a. Sumber Primer
Sumber data primer dalam penclitian ini adalah data-data yang di
peroleh dari pengurus dan nasabah KSU Syariah BMT An—Nur

Mojosari Kabupaten Mojokerto.

b. Sumber Sekunder
1) Sumber data sekundcr dalam penelitian ini adalah sumber data
yang bersifat tidak langsung dari KSU Syariah BMT An-Nur
Mojosari Kabupatcn Mojokcrto dan mcrupakan data yang sudah
di salin dalam bentuk catatan, transkrip, buku, notulen rapat dan
agenda yang tcrkait dengan pembiayaan musyarakah di KSU

Syariah BMT An Nur Mojosari Kabupaten Mojokerto.
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2) Bahan pustaka sebagai acuan dalam mendiskripsikan landasan
teoritis.
5. Tehnik Pengumpulan Data
Supaya didapatkan bentuk penelitian yang dapat dipertanggung
jawabkan baik dalam hal kebenarannya maupun segi keilmiahannya, maka
dalam pengumpulan data menerapkan beberapa metode atau tchnik scbagai

berikut:

a. Wawancara (/inferview)
Yaitu tehnik pengumpulan data yang digunakan peneliti
untuk mendapatkan'ketcrangan—kctcrangan lisan melalui tanya jawab

dengan orang yang dapat membcrikan kctcrangan pada sipencliti."

Wawancara disini dilakukan dengan para karyawan KSU
Syariah BMT An-Nur Mojosari Kabupaten Mojokerto dan juga

dengan beberapa nasabah BMT tersebut.

b. Dokumentasi
Yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable yang
berupa catatan, transkrp, buku, surat kabar, majalah, prasasti,

notulen, rapat, lengger, agenda , dan sebagainya.'

Y Sugiyono, Memahani Penclitian K ualitatif, (Bandung : Alfabeta, cetakan ke 4 2008), h.
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Dokumentasi pada penelitian ini adalah untuk memperoleh
data yang berupa dukumen—dokumen yang ada hubungannya dengan
masalah yang akan diteliti, Dokumen tersebut berasal dari KSU
Syariah BMT An-Nur Mojosari Kabupaten Mojokerto yang berupa
catatan, transkrip, buku, notulen rapat dan agenda yang terkait
dengan pembiayaan musyarakah di KSU Syariah BMT An-Nur
Mojosari Kabupaten Mojokerto yang ada hubungannya dengan

masalah pembiayaan musyarakah.

c. Observasi
Yakni pengumpulan data dengan melakukan pengamatan
langsung tcrhadap kcjadian, gerak atau proscs.'> Oservasi yang
dilakukan dalam penclitian ini adalah mengamati sccara langsung
tentang aktifitas pembiayaan musyarakah di KSU Syariah BMT An-

Nur Mojosari Kabupaten Mojokerto.

6. Tehnik Analisis Data
Skripsi ini adalah penclitian kualitatif dan jenis penclitian ini adalah
penclitian lapangan (field rescarch), yaitu penelitian tchadap praktck
pcmbiayaan musyarakah di KSU Syariah BMT An—Nur Mojosari Kabupatcn

Mojokerto dengan tehnik analisis yang dipergunakan dalam penulisan ini

" Suharsimi Arikunto, Prosedur Penclitian : Suatu Pendckatan Prakick, (Jakarta - PT
Rincka Cipta, Edisi Revisi V, 2002), h. 206.
' Ibid, 205,
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adalah deskriptif analisis, yaitu mendeskripsikan data-data yang telah
dikumpulkan sehingga tergambarkan obyek masalah secara rinci. Setelah itu
dilakukan analisis hukum Islam dengan menggunakan logika induktif, yaitu
analisis yang dimulai dengan mengemukakan dalil-dalil atau data—data yang
bersifat khusus yakni tentang pembiayaan musyarakah pada musyarakah di
KSU Syariah BMT An—Nur Mojosari Kabupaten Mojokerto, kemudian
ditarik pada permaslahan yang lebih umum yakni tentang mekanisme

pembiayaan musyarakah pada umunya.

J. Sistematika Pembahasan
Didalam penulisan karya ilmiah ini, penulis mengelompokkannya ke

dalam lima bab yaitu:

BAB I: Pendahuluan, yang meliputi: latar belakang masalah, identifiksi masalah,
pembatasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan
pembahasan, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode

penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II: Pembahasannya merupakan landasan teoritis menyangkut tentang
gambaran umum tentang musyarakah dan utang piutang dalam hukum
Islam, meliputi: pengertan musyarakah, dasar hukum musyarakah, syarat
dan rukun musyarakah, bentuk-bentuk musyarakah. . para pihak yang

dapat mclakukan musyarakah, pola pcmbagian kcuntungan dan kerugian
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musyarakah, serta barakhirya atau batalnya kontrak musyarakah.
Untuk utang piutang meliputi: pengertian utang piutang, dasar hukum
ualang piutang, rukun dan syaral ulang piulang, pengembalian ulang

piutang dalam hukum Islam, dan prinsip dasar utang piutang,

BAB III: Pembahasannya mengcenai praktik pembiayaan musyarakah yang
pertama tentang gambaran umum tentang KSU Syariah BMT An—Nur
Mojosari Kabupaten Mojokerto meliputi tentang sejarah berdirinya KSU
Syariah  BMT An-Nur Mojosari Kabupaten Mojokerto, struktur
organisasi dan job deskripsi KSU Syariah BMT An-Nur Mojosari
Kabupaten Mojokerto, produk-produk KSU Syariah BMT An-Nur
Mojosari Kabupaten Mojokerto, dan kedua mengenai praktik
pembiayaan Musyarakah di BMT An — Nur yang terdiri dari Mojosari
pola kontrak pembiayaan musyarakah, proses pengajuan pembiayaan
musyarakah, praktik pembiayaan musyarakah, dan pola penghitungan

bagi hasil Pcmbiayaan Musyarakah.

BAB 1V: Bab ini merupakan analisis hukum Islam atas data—data yang telah
terkumpul dalam bab III tentang praktik pembiayaan musyarakah di
KSU Syariah BMT An-Nur Mojosari Kabupaten Mojokerto yang terdiri
dari analisis terhadap praktik pembiayaan musyarakah di KSU Syariah

BMT An Nur Mojosari Kabupatcn Mojokerto dan analisis hukum Islam
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terhadap praktik pembiayaan musyarakah di KSU Syariah BMT An—Nur

Mojosari Kabupaten Mojokerto.

BAB V : Adalah penutup yang memuat kesimpulan dan saran.



BABII

MUSYARAKAHDAN UTANG-PIUTANG DALAM HUKUM ISLAM

A. Musyarakah Dalam Hukum Islam
1. Pengertan Musyarakah
Secara etimologi, syirkah atau musyarakah berarti percampuran,
yaitu percampuran antara sesuatu dengan yang lainnya, sehingga sulit
dibedakan. Syirkah termasuk salah satu bentuk kerjasama dagang dengan
syarat dan rukun tertentu, yang dalam hukum positif disebut perserikatan

dagang.'

Menurut terminologi, ulama’ figih beragam pendapat dalam

mendefinisikannya seperti yang di nukil oleh Rahmat Syafei, antara lain:

a. Menurut Malikiyah:

2 -

y 22 - °lo’~ 9 o s 3. o.of/
oS3 78 o -ty JS7 030 O Lol Wl Wi g 5l 3 0 e
¥ - - °

Lgie JSO D7 G5 o) 10 Ul JU b Ut Of L 4t

Artinya: Perkongsian adalah izin untuk mendayagunakan harta
yang dimiliki dua orang secara bersama-sama oleh
keduanys, yakni keduanya saling mengizinkan kepada
salah satunya untuk mendaysgunakan harta milik

! Nasrun Haroen, Figih Muamalah (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 165.

20
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keduanys, namun masing-masing memiliki hak untuk
bertasarruf

b. Menurut Hanabilah:

Jf z e

c.’_)..a.p )i dLA?wi Lf &MY\

Artinya: perhimpunan adalah hak (kewenangan) atau pengolahan
harta

c. Menurut Syafi’iyah:
} ° ,{

R T o 5T Y s a4 5

Artinya: ketetapan hak pada sesvatu yang dimiliki dua orang atau
lebih dengan cara yang diketahui

d. Menurut Hanafiyah:

s 0 - -

C‘:’Jsbdutwbgwfjmd;;wu“,u

Artinya: ungkapan tentang adanya transaksi antara dua orang
yang bersekut u pada pokok harta dan keunt ungan?

Apabila diperhatikan sccara scksama, definisi menurut ulama’
Hanafiyah dapat dipandang paling jelas, karena mengungkapkan hakikat

perkongsian, yaitu transaksi (akad). Adapun pengertian lainnya

2 Rachmat Syafci, Figih Muamalah, (Bandung: Pustaka Sctia, 2000), h. 183-184.
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tampaknya hanya menggambarkan tujuan, pengaruh, dan hasil

perkongsian.

Setelah diketahui definisi-definisi syirkah menurut para ulama’,
kiranya dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan syirkah adalah
kerjasama antara dua orang atau lebih dalam berusaha, yang keuntungan

dan kerugiannya ditanggung bersama.

Dasar Hukum Musayarakah
Dasar hukum musyarakah terdapat dalam al-Qur’an, Hadis, dan

Ijma’:
a) Dalam al — Qur’an surat an-Nisa’ ayat 12

< “ . - . g ” > LT ’
B A 0lm o W G4 K S o) rmbnil 5 G iy 1
< }’,E A L Lt . . =t (",‘-' 2 € ,,ga,) e
A sl b Tome s 30 dn o 5525 Lew )l o&l8

- vhd 1~ /’ s /E rd - 2 7 -
ST 5488 2 vl s o iy 3 i 1 o) 25T L
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Artinya: Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang
ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak
mempunyal anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak,
Maka kamu mendapal seperempat dari harta yang
ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasial yang mereka buat
atau (dan) sedvah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh
seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak
mempunyal anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para
isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu
tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau
(dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika sesecorang mati,
baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan
ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai
seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara
perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua
Jjenis saudara itu sepecrenam harta. Tetapi jika saudara-
saudara seibu itu lebih dari scorang, maka mercka bersekutu
dalam yang sepertiga ilu, sesudah dipenuhi wasiat yang
dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak
memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan
yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari
Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun. :

Pada ayat di atas menunjukkan tentang jenis syirkah al-amlak
yakni jenis syirkah yang terjadi tanpa disebabkan oleh suatu akad atau

perjanjian.

' Departemen Agama Republik Indoncsia, &/ - Qur'an Dan Terjmahnya, h. 117,
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Dalam al-Qur’an surat surat as-Sad ayat 24 :

be
s s D0 Z - g . , » 5 . s AP
ot ST 2 1S O can s ) Ehs238 15 BT 35T 6

-

¢',‘,’ LI PR . AR IR A B < R A Y
b3 o Lo gl camball 15la2) Dyl (ol N a3 o e

v 5 9.7 € 54 .

£ Z, 7 7% .
@ PLl5 G815 555 545 Jasn(s 4zb L1 3,315

Artinya: Daud berkata: "Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim
kepadamu dengan meminta kambingmu ity unfuk
ditambahkan kepada kambingnya. dan Sesungguhnya
kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian
mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali
orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh;
dan Amat sedikitlah mereka ini" dan Daud mengetahui
bahwa Kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada
Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.*

Pada ayat di atas menunjukkan tentang jenis syirkah al-uqud
yakni jenis syirkah yang terjadi karena suatu akad perjanjian antara dua

orang atau lebih.

b) Hadis
Dalam Musnad Abu Dawud hadis nomer 3383 bab syirkah kitab

buyu’ yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah:

* Ibid, h. 735.
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st ) TN T Zoos  fo.”
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Artinya: Allah SWT telah berfirnan “Aku menyertai dua pihak yang
sedang berserikat (berkongsi) selama salah satu dari
keduanya tidak menghianati yang lain; seandainya

berkhianat maka aku kelvar dari penyertaan tersebut.
(Hadis/ Qudsi riwayat Abu Hurairah ral

c) Ijma’
Umat Islam telah sepakat bahwa syirkah dibolehkan. Hanya

saja, mereka berbeda pendapat tentangnya.®

3. Syarat dan Rukun Musyarakah
a. Dalam syirkah terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi agar
sﬁrkab menjadi sah, syarat tersebut terbagi menjadi dua kategori
yaitu:
1) Syarat bagi pihak yang mengadakan perjanjian:
a) Orang yang berakal sehat.
b) Mencapai umur baligh.

¢) Berlaku atas kehendak sendiri.

5 Imam Hafid al Musonnaf, Sunan Abu Dawud Juz 3 (Cairo : Dar ¢l Hadith, 1999 M/1420
H), h.1470.

® Rachmat syafei, Figih Muamalah, h. 136.
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2) Syarat bagi barang atau modal yang disetorkan dalam syirkah
secara global hendaklah berupa:

a) Barang modal yang dapat dihargai (lazimnya selalu disebutkan
dalam bentuk uang).

b) Modal yang disertakan oleh masing-masing persero dijadikan
satu, yaitu menjadi harta perseroan dan tidak dipersoalkan lagi
dari mana asal-usul modal itu.’

c) Setiap anggota harus menjadi penjamin atas anggota yang lain
dalam transaksi yang dilakukan.

d) Uang atau barang yang disetorkan harus tunai, dalam artian
harus ada pada saat transaksi dilaksanakan.®

e) Hendaknya modal kedua pihak sama dalam jenis dan sifatnya.’

b. Selain Syaral-syatat di atas, terdapat juga rukun-rukun syirkah, yaitu:
1) Pelaku akad, yaitu para mitra usaha yang melakukan akad sebagai
suatu perbuatan hukum yang mengemban hak dan kewajiban.

Bentuk pelaku akad tersebut adalah manusia dan badan hukum.

7 Chairuman Pasaribu, Suharwadi. K. Lubis, Hukum Pcrjanjian Dalam Islam (Jakarta:Sinar
Grafika, 1994), h.76.

8 Wahbah al-Zuhaili, al-Iigh al-Islam wa Adillatuhu Jilid V (Abdul layyic al Khattani dkk)
(Jakarta:Giema Insani, 201 1), h. 805.

? Dumairi Nor (¢t al.), /skonomi Syarigh Versi Salal’ (Pasuruan:Pustaka Sidogiri), h. 88.
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2) Objek akad, yaitu benda-benda atau jasa-jasa yang dihalalkan oleh
syari’ah untuk ditransaksikan, harus diketahui dengan jelas oleh
para pihak, seperti fungsi, bentuk, dan keadaannya. Objek akad
musyarakah ini terdiri dari modal, kerja, keuntungan dan
kerugian. Masing-masing objek akad tersebut memilki peranan
yang besar terhadap ekspansi usaha dalam akad musyarakah ini.

3) Sigah, yaitu ijab dan qabul. Pelaksanaan ijab dan qabul yang
dilakukan oleh para pihak dapat dilakukan dengan berbagai cara
yang dibenarkan. Cara-cara ijab qabul tersebut berupa lisan,
tulisan, isyarat, maupun dengan perbuatan'®

4) Kerja/amal. "'

1 Abdul Azs Dahlan (et al), Linsiklopedi Hukum Isiam, jilid 5, (Jakarta: Ichtiar Baru Van
Houve, 1996), h. 1510
"' Dumairi Nor (et al.), /:konomi Syariah. .., h. 89
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Gambaran mengenai konsep musyarakah di dalam fikih muamalah

Islam dapat dilukiskan sebagai berikut '2:

Mudarabah

Syirkah

\ 4

‘uqud

‘Abdan

A 4

Wujith

Mufawadah

Inan

Amlak

Jabr

Ikhtiar

'* Muhammad, Tehnik Perhitungan 3agi Hasil Dan Profit Margin Pada Bank Syariah,

(Yogyakarta:Ull Press, 2004), h. 30
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Dari skema di atas dapat diuraikan sebagai berikut:

Secara garis besar, musyarakah dapat dibagi menjadi dua yakni

syirkah amlak dan syirkah ‘uqud.

a. Syirkah Amlak
Syirkah amlak adalah perkongsian dua orang atau lebih
yang memiliki barang tanpa adanya akad. Syirkah ini ada dua

macam”:

1) Syirkahljbar/jabr
Syirkah ijbar adalah perkongsian yang muncul secara
otomatis dan paksa. Otomatis berarti tidak memerlukan
kontrak untuk membentuknya. Paksa artinya tidak ada
alternativ untuk menolaknya. Hal ini terjadi dalam proses
waris-mewarisi, manakala dua saudara atau lebih menerima

warisan dari orang tua mereka.

2) Syirkah Ikhtiar
Syirkah ikhtiar adalah perkongsian yang muncul secara

otomatis tctapi bebas. Otomalis seperti dengan pengertian

"' Rahmat syafi’i, /igih Muamalah, h187.
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diatas. Bebas berarti adanya pilihan atau opsi untuk menolak,
contoh dari jenis perkongsian ini apabila ada dua orang atau
lebih mendapatkan hadiah atau wasiat bersama dari pihak

ketiga.'

b. Syirkah ‘Ugud
Syirkah ‘uqud adalah perkongsian yang terbentuk karena
para pihak memang sengaja melakukan perjanjian untuk bekerja
bersama /bergabung dalam suatu kepentingan harta (dalam bentuk
penyertaan modal) dan didirikannya serikat tersebut bertujuan
untuk memperoleh keuntungan dalam bentuk harta benda.'

Syirkah ini tebagi menjadi lima yaitu:

1) Syirkah mudarabah
Syirkah mudarabah merupakan akad kerja sama usaha
antara dua pihak di mana pihak pertama (sakibul mal)
menyediakan seluruh (100 %) modal, scdangkan pihak
lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara
mudarabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan

dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung olch

" Muhammad, Tehnik Perhitungan Bagi Hasil..., h. 29.
'* Chairuman Pasribu, dan Suharwadi. K. Lubis, /{ukum Peranjian. .., h.79.
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pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si
pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena
kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus

bertanggung jawab atas kerugian tersebut.'®

Syirkah mudarabah ini dibagi menjadi dua macam,

yaitu:

a) Mudarabah mutlagah
Yaitu kerjasama antara sahibul mal dengan
mudarib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi

oleh spesifikasu jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis.

b) Mudarabah muqgayyadah
Yaitu kerjasama antara sghibul mal dengan
mudarib yang cakupannya dibatasi dengan jenis usaha,

waktu, atau tempat usaha.'’

Para ulama’ sepakat bahwa mudarabah disyaratkan

dalam Islam.'®

' Syafi’i Antonio, Bank Syariah:Dari Teori ke Praktik, (Jakaria:Gema Insani, 2001), h. 95 .

7 Ibid, b. 97,
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2) Syirkah ‘abdan atau a’mal

Syirkah * abdan atau a’mal adalah perjanjian dua orang
atau lebih untuk bersyarikat usaha, dalam satu jenis pekerjaan

atau berlainan tanpa menyatukan hartanya masing-masing.'®

Perkongsian jenis ini dibolehkan oleh ulama’
Malikiyah, Hanabilah, dan Zaidiyah. Namun demikian, ulama
Malikiyah menganjurkan syarat untuk kesahihan syirkah ini,
yaitu harus ada kesatuan usaha. Mercka melarangnya kalau
jenis barang yang dikerjakan keduanya berbeda, kecuali masih
ada kaitannya satu sama lain, seperti usaha penenunan dan
pemintalan. Selain itu, keduanya harus berada di tempat yang

sama. Jika berbeda tempat, syirkah ini tidak sah.?

Asy-Syafi’i berpendapat bahwa syirkah model ini
adalah batil karena menurutnya, syirkah khusus menyangkut

masalah uang dan kerja.”'

'* Rahmat Syafei, Figh Muamalah, h.224.

" Ibnu Mas’ud, Zainal abidin, Figih Mazhab Syafi'i (I'disi Lengkap) Buku 2 @ Muamalat,
Munakahat, Jinayat, Bandung : Pustaka Setia, 2007), h. 112.

" Rahmat Syafei, Figh Muamalah, h. 193,

"' Sayyid Sabiq, Fikih Sunnab, vol 13 (Bandung:Pustaka, 1987), h. 199.
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3) Syirkah wujuh
Syirkah wujuh adalah perkongsian antara dua orang
atau lebih untuk berdagang atau membeli sesuatu tanpa
permodalan, yang ada hanyalah berpegang nama baik mereka
dan kepercayaan para pedagang terhadap mereka. Syirkah ini

adalah syirkah tanggung jawab tanpa kerja modal.”?

Menurut Hanafi dan Hanbali syirkah ini boleh, karena
suatu bentuk pekerjaan. Dengan demikian syirkah di anggap
sah. Dan untuk syirkah ini dibolehkan berbeda pemilikan
dalam scsuatu yang di beli, schingga nanti, keuntungan
menjadi milik mereka, sesuai dengan bagian masing-masing

(tanggung jawab masing-masing).

Asy-Syafi’i menganggap syirkah wujuh ini batil,
begitu juga Maliki. Karena yang disebut syirkah hanyalah
dengan modal dan kerja. Sedangkan kedua unsur ini, dalam

syirkah wujih tidak ada.”

22 Sayyid Sabiq, Fikih sunns, vol 13, h.197.
2 Sayyid Sabiq, /7kik sunnah, vol 13, h. 198.
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4) Syirkah mufawadah

Arti dari mufawadah menurut  bahasa adalah
persamaan. Dinamakan mufawadah antara lain sebab harus
ada kesamaan dalam modal, keuntungan, serta bentuk
kerjasamanya. Menurut istilah, perkongsian mufawadah
adalah transaksi dua orang atau lebih untuk berserikat dengan
syarat memiliki kesamaan dalam jumlah modal, penentuan
keuntungan, pengolahan, serta agama yang di anut. Dengan
demikian sctiap orang akan menjamin yang lain, baik dalam
pebelian atau penjualan. Orang yang bersekutu tersebut saling
mengisi dalam hak dan kewajibannya, yakni masing-masing
menjadi wakil yang lain atau menjadi orang yang diwakili oleh

lainnya.?*

Untuk syirkah ini, mazhab Hanafi dan Maliki
membolchkannya, sementara Asy Syafi’i tidak, dan ia berkata
“jika syirkah ini tidak dikatakan batil, maka tidak ada batil
(yang lain) yang aku ketahui di dunia ini”. Karena jenis akad
ini tidak ada ketentuannya dalam syari’at. Lebih-Icbih lagi

tercapainya kesamaan (scperti  yang dimintakan oleh

’* Rahmat Syafei, Figih Muamalah, h. 190.
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persyaratan) adalah sesuatu yang sulit, mengingat adanya

garar dan ketidakjelasan.”

Syirkah inan

Adalah persekutuan dalam urusan harta dua orang atau
lebih bahwa mereka akan memperdagangkan dengan
keuntungan dibagi dua. Dalam syirkah ini tidak disyaratkan
samanya jumlah modal, demikian juga wewenang dan

6
keuntungan. 2

Dengan demikian dibolehkan salah  satunya

mengeluarkan modal lebih bayak dari yang lain. Dan boleh

salah sati pihak sebagai penanggung jawab, sedang yang
lainnya tidak. Diperbolehkan dalam syirkah ini keuntungan
sama, scbagaimana pula berbeda scsuai dengan kescpakatan
mereka bersama. Jika ternyata usaha mereka mengalami
kerugian maka persentasenya ditinjau dari persentase modal,

demikian penanggulannya.”’

2 Sayyid Sabiq, Fikih sunnah, vol 13, h. 197.
26 Sayyid Sabiq, Fikih sunnah. vol 13h 196.

27 Ibid .
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ulama’ figih sepakat membolehkan perkongsian jenis
ini. Hanya saja mereka berbeda pendapat dalam menentukan
persyaratannya, scbagaimana mereka berpendapat dalam

memberikan namanya.?®

5. Para Pihak yang Dapat Melakukan Musyarakah
Dalam bersyirkah dapat dilakukan antar sesama muslim atau antar
sesama Kafir Zimmi termasuk sesama orang lislam dengan orang Kafir
Zimmi, sehingga orang scorang muslim boleh melakukan perseroan

dengan orang Nasrani, Majusi dan Kafir Zimmi yang lain. %

Dengan derﬁikian, hukum melakukan syirkah dengan orang kafir,
baik dari kalangan Yahudi, Nasrani ataupun Kafir Zimmi yang lain
adalah mubah. Melakukan muamalah dengan mercka diperbolehkan,
hanya saja orang Kafir Zimmi tersebut tidak boleh menjual barang-
barang yang dilarang dalam Islam seperti minuman keras dan babi

sementara mercka bekerjasama dengan orang Islam.*

2% Rahmat Syafei, Figihh Muamalah, h. 189.

2 Taqyudin An-Nabhani, An-Nidlam Al-Iqtishadi Fil Islam (Moch. Maghfur Wachid,
Membanglm Sistem Ekopomi Alternatif Perspektif Islam) (Surabaya:Risalah Gusti, 1996), h. 154.

' Muhammad Ismail Y usanto, dan Muhammad Karabet Widjajakusuma, Menggagas Bisnis
Islam (Jakarta:GGema Insani, 2002), h. 127.



37

Mousyarakah tidak boleh dilakukan antara orang merdeka dengan
budak, demikian pula antara anak-anak dan orang dewasa. Dengan alasan
karena diantara mereka tidak memiliki hak yang sama dalam melakukan
tindakan hukum dan pekerjaan, sedangkan pihak budak tidak mempunyai

otoritas dan wewenang penuh atas dirinya kecuali atas izin majikannya.’!

6. Pola Pembagian Keuntungan dan Kerugian Musyarakah
Apabila dua orang atau lebih melakukan investasi dalam suatu
usaha berdasarkan syirkah maka harus ada pembagian keuntungan-
ke:untungan.32 Dan tidak boleh ditetapkan untuk menambah jumlah
dirham lebih dari yang diinvestasikan kepada satu pihak tertentu. Jika
ada salah satu dari kedua pihak menetapkan satu jumlah dirham tertentu

dalam syirkah atau mudarabah, maka itu tidak dapat disahkan.*?

Fuqoha’ telah sepakat bahwa apabila keuntungan mengikut kepada
modal, yakni apabila scrikat itu keduanya sama besarnya maka keduanya

membagi keuntungan separuh-separuh.>* Menurut para fuqaha dari

3 -
Ibid.
2 M. Nejatullah Siddiqi, Kemitraan Usaha dan Bagi Hasil Dalam Hukum Islam
(Jakarta:Dana Bhakti Prima Yasa, 1996), h. 20
3 Ibid.
* Ibnu Rusyd, Bidavatu'l Mujrahid, (M.A Abdurrahman. A. Haris Abdullah, Tegemah
Bidayatu’l - Mujtahid) (Semarang: Asy-Syila’), h. 267
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mazhab Maliki dan syafi’i, pembagian keuntungan dalam syirkah harus

mencerminkan jumlah modal yang ditanamkannya.*®

Pada prinsipnya bahwa dalam kasus kerugian yang terjadi dalam
usaha joint stock yang berdasarkan syirkah ataupun mudarabah, kerugian
harus dibagi sesuai ukuran atas modal yang ditanamkan, sebagaiamana
disepakati oleh semua ahli figih, baik dikalangan Imam Syi’ah maupun

keempat Imam dari golongan Sunniyah yang terkenal itu.>®

7. Batalnya atau Berakhirnya Kontrak Musyarakah
Perkara yang membatalkan syirkah terbagi atas dua hal. Ada
perkara yang membatalkan syirkah secara umum dan ada pula yang

membatalkan sebagian yang lainnya (pembatalan syirkah secara khusus).
a. Pembatalan atau berakhirnya syirkah secara umum

1) Salah satu pihak mengundurkan diri, karena menurut menurut
para ahli fikih, akad perserikatan itu tidak bersifat mengikat,
dalam artian boleh dibatalkan.

2) Salah satu pihak yang berserikat meninggal dunia.

B M. Nejatullah Siddiqi, Kemitraan Usaha . ..., h.1R
% Ibid, b.15.
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3) Salah satu pihak kehilangan kecakapannya bertindak hukum
seperti gila yang sulit dissmbuhkan.

4) Salah satu pihak murtad (keluar dari agama Islam) dan melarikan
diri ke negeri yang berperang dengan negeri muslim, karena orang
yang seperti ini dianggap sebagai sudah wafat.’

b. Penbatalan atau berakhirnya syirkah secara khusus

1) Syirkah al-amwal. Akad perserikatan ini dinyatakan batal
apabila semua atau sebagian modal perserikatan hilang, karena
objek perserikatan dalam perserikatan ini adalah harta. Dengan
hilangnya harta perserikatan, berarti perserikatan itu bubar.

2) Syirkah al-mufawadah. Akad perserikatan ini dinyatakan batal
apabila modal masing-masing pihak tidak sama kuantitasnya,
karena al-mufawadah itu sendiri berarti persamaan, baik dalam

modal, kerja, maupun keuntungan yang dibagi.®

7 Abdul Aziz Dahlan (et al.), Iinsiklopedi Hukum Islam, jilid 5, h.1715.
* Hendi suhendi, Figh Muamalah (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 132.
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B. Utang-piutang Dalam Hukum Islam
1. Pengertian Utang-piutang
Istilah yang sering digunakan untuk utang-piutang adalah a/-dayn
(jamaknya a/-duyun) dan a/-gard Dalam pengertian yang umu, utang-
piutang mencakup transaksi jual-beli dan sewa menyewa yang dilakukan
secara tidak tunai (kontan). Transaksi seperti ini dalam figh dinamakan

mudayyanah dan tadayyun.”

Definisi yang berkembang dikalangan fuqaha’ adalah penyerahan
(pemilikan) harta al-misliyat kepada aorang lain untuk ditagih
pengembaliannya atau dengan kata lain suatu akad yang yang bertujuan
untuk menyerahkan harta al-misliyat kepada pihak lain untuk

dikembalikan yang scjenis dengannya.*’

Utang-piutang menurut Drs. Sudarsono adalah memberikan
sesuatu kepada sesorang dengan perjanjian dia akan membayar yang sama

dengan itu."!

Pengertian utang-piutang sama dengan perjanjian pinjam

meminjam yang dijumpai dalam ketentuan kitab Undang-Undang Hukum

3 Ghufron. A. Mas’adi, Figh Muamalsh Kontekstual (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,
2002), h. 169.

* Ibid, h.171.

! Sudarsono, Pokok-Pokok Hukum Islam (Jakaria:Rincka Cipta, 1992), h. 417.
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Perdata pasal 1754 yang berbunyi: “pinjam-meminjam adalah suatu
perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang
lain suatu jumlah barang-barang tertentu dan habis karena pemakaian,
dengan syarat bahwa yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah

yang sama dari macam keadaan yang sama pula.*?

2. Dasar Hukum Utang-piutang

Mengutangi kepada orang lain hukumnya sunnah karena termasuk
tolong menolong dalam kebaikan, bahkan hukumnya menjadi wajib jika
orang yang berutang itu benar-benar memerlukan, hukum utang-piutang
juga akan berubah menjadi haram jika berhutang tersebut misalnya akan
digunakan untuk bermaksiat, pembunuhan dan lain-lain, dan hukumnya
akan menjadi makruh jika benda yang dihutangkan itu akan digunakan
untuk sesuatu yang makruh.*® Adapun yang menjadi dasar hukum utang-

piutang terdapat dalam al-Quran, al-Hadis, dan Iima.

a. Dalam al-Quran surat al-Bagarah ayat 282
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2 Soesilo dan Pramudji. Airab Undang-Undang Hukum Perdara (Jakarta:Wipress), hal, 307,
* Sudarsono, Pokok-Pokok Hukum Islam, h.419.
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Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu‘amalah
tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah
kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di
antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah
penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah
mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah
orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan
ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah
Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi scdikitpun daripada
hutangnya. Jika yang bcrhutang itu orang yang lemah
akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak
mampu  mengimlakkan, maka  hendaklah  walinya
mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanilah dengan
dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika
tak ada dua oang Ilclaki, Maka (boleh) seorang Iclaki dan dua
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orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya
Jika scorang lupa maka yang secorang mengingatkannya.
Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan)
apabila merecka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis
hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu
membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah
dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada
tidak (mecnimbulkan) keragvanmu. (Tulislah mu'amalahmu
itu), kecuali jika mu'amalah itu perdsgangan tunai yang
kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi
kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah
apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi
saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang
demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suvatu
kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah
mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.™

Dalam surat al-Maidah ayat 2
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* Departemen Agama Republik Indoncsia, 4/ - Qur'an Dan Tejmahnya, h. 70.



Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar
syiar-syiar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-
bulan haram jangan (mengganggu) binatang-binatang had-Nya
dan binatang-binatang galaa-id, dan jangan (pula) mengganggu
orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mercka
mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu
telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. dan
Jjanganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesvatu kaum
karena mercka menghalang-halangi kamu dari Masjidil haram,
mendorongmu berbuat aniaya (kepada mercka). Dan tolong-
menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa,
dan jangan (olong-menolong dalam berbuat dosa dan
pelanggaran. Dan  bertakwalah kamu kepada Allah,
Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.*

b. Hadis

Dari Ibnu Mas’ud r.a, bahwa Nabi saw bersabda:

‘.AL.A‘:,,:’&’JE;P.L“A'/"E).:L;:‘}Sé.l:d}f.:l;&‘:}:p;ﬁg‘Olf“’kL’&};‘é;ﬁ
5 G 56 3 57

Artinya: “Tidaklah seorang muslim memberikan pinjaman kepada
orang muslim lainnya sebanyak dua kali pinjaman melainkan

ia telah menyedekahkannya satu kali.” (HR. ibn Majah dan

Ibn Hibban)*

4 Ibid, b. 156.
* Muhammad Nashirudin al-Albani, Sahili Sunan Ibnu Majah, buku 2 (Ahmad Taufiq

Abdurrahman), (Jakarta:Pustaka Azzam, 2007), h. 414.
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¢. Ijma’
Kaum Muslimin sepakat bahwa garad dibolehkan dalam Islam.
Hukum garad adalah dianjurkan (mandub) bagi mugrid dan mubah

magi muqtarid*’

3. Rukun dan Syarat Utang-piutang
Rukun utang-piutang ada tiga, yaitu sigah, ‘agidain, dan harta
yang dihutangkan. Penjelasan rukun-rukun tersebut beserta dengan

syarat-syaratnya adalah sebagai berikut:

a. Sigah
Yang dimaksud sigah adalah ijab dan qabul. Tidak ada perbedaan
dikalangan fuqaha’ bahwa ijab itu sah dengan lafaz hutang dan semua
lafaz yang menunjukkan maknanya, seperti kata “aku memberimu
hutang” atau “aku menghutangimu”. Demikian gabul sah dengan
semua lafaz yang menunjukkan kerelaan seperti “aku berhutang” atau

“aku menerima” atau “aku ridha” dan lain sebagainya.*®

47 Rahmat Syalci, Figih Muvamalah, h. 152.

48 Abdullah bin Muhammad ath-Thayyar (et al), A/-Fighul-Muyassar Qism al-Muamalat,
Mausu'ah Fighiyyah Hadis/ah Tatanawalu Ahkamal Fighil Islami bi Ushub Wadil Lil Mukhiassin
wa CGhairihim (Miftakhul Kahiri, 'nsiklopedi Figh Muamalah Dalam Pandangan Fmpat Mazhab)
(Yogyakarta:Maktabah al-llanif, 2009), h. 158.
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‘Aqidain

Yaitu pihak yang melakukan transaksi. Dimana bagi pihak yang
melakukan transaksi harus memiliki kapabilitas dalam melakukan
akad. Artinya, baik pemberi maupun penerima pinjaman adalah orang
baligh, berakal, bisa berlaku dewasa, berkehendak tanpa paksaan, dan
boleh untuk melakukan fabarru’ (berderma). Karena itu gard (utang-
piutang) adalah akad tabarru’. Olah karena itu, tidak boleh dilakukan
oleh anak kecil, orang gila, orang bodoh, orang yang dibatasi
transaksinya dalam membelanjakan harta, orang yang dipaksa, dan
seorang wali yang tidak sangnat terpaksa atau ada kebutuhan. Hal itu
karena mereka semua bukanlah orang yang dibolehkan melakukan

akad tabarru’ (berderma).”

Harta yang dihutangkan
1) Harta yang dihutangkan berupa harta padanya
Orang yang memberi utang disyaratkan harus berkuasa
atas barang atau uang itu, maka tidaklah boleh memberi utang

uang yang bukan miliknya. *

*° Wahbah az-Z.uhaili, al-Figh al-Islam wa Adillatubu, Jilid Vh.379.
5¢ Ibnu Mas’ud,, dan Zainal abidin, /'igih Mazhab Syali'i (I:disi Lengkap).. .., h. 66.
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Harta yang dihutangkan berupa benda

Menurut Hanafiyah, harta yang dihutangkan haruslah
harta misli Sedangkan dalam pandangan jumhur ulama
dibolehkan dengan harta apa saja yang bisa dijadikan tanggungan,
seperti uang, biji-bijian, dan harta gimy seperti hewan, barang tak

bergerak dan lainnya.

Harta yang dihutangkan diketahui

Harta yang dihutangkan harus jelas ukurannya, baik dalam
takaran, timbangan, bilangan, maupun ukuran panjang supaya
mudah dikembalikan. Dan dari jenis yang belum tercampur
dengan jenis lainnya seperti gandum yang bercampur dengan

kedelai karcna sukar mengambalikannya.’'

4. Pengembalian Utang Dalam Hukum Islam

a. Kewajiban membayar utang

Apabila orang yang berutang telah sanggup untuk membayarnya,

hendaklah segera dibayarkan.’” Jika yang berhutang itu sangat miskin

dan tidak mampu membayar hutangnya, seperti yang dikatakan oleh

Umar r.a, yakni memintanya untuk becrsumpah dengan nama Allah

5! Wahbah az-Zuhaili, a/-Figh al-Islam wa Adillatubu, Jilid Vh. 379.
52 1bnu Mas’ ud,, dan Zainal abidin, Figih Mazhab Svafi i, h. 68.
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bahwa dia tidak mempunyai apa-apa untuk membayar kewajibannya
itu. Tetapi jika ia memperoleh rezeki yang tak diduga-duga, maka ia

harus membayamya.53

b. Tambahan dalam pengemblian

Jika orang yang menghutangi tidak memberikan syarat adanya
tambahan atau manfaat, lantas orang yang hutang memberikan
sesuatu kepadanya, maka boleh dia mengambilnya. Karena ini
termasuk sebaik-baik pembayaran seperti dalam hadis yang

diriwayatkan oleh Abi Hurairah:

,A, v, Y o s . ‘. I so. - so- 8
wlgﬁoal‘j};)g&‘)’.) o Jui&mlgpjoj,nglup

@!Jw }l&}«bmlé@ﬁiu&bluﬁs,dwb,&rb)
ARSI '\3’;,A AP y._“ Ll oi ‘;_L:,’,Jm»\ P

So 2.0 dor -8 [

e 6 ,oh!o)h.ﬂb AT Juwu,,,.,»uys .ww 1,5u, Y]
ka ozo’o

Artinya: Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a: Rasulullah saw pernah
mempunyai utang kepadaseorang laki-laki, lalu orang itu
menagih beliau dengan nada keras sehingga membangkitkan
rasa kesal sahabt-sahabat Nabi saw kepadanya. Akan telapi
Nabi saw bersabda,” scsungguhnya, orang yang mempunyai
hak, dia berhak mcnuntut haknya’. Lalu beliau bersabda

53 Muhammad Rawwas Qal'ahji, Lnsiklipedi I'igih Umar bin Khathab ra, peneri. M. Abdul
Mujib AS (et al) (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999), h. 59.
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“Belikanlah untuknya (orang tersebut) seckor unta muda, kemudian
barikanlah unta itu kepadanya” Mereka berkata, “ kami
tidak mendapatkannya, letapi kami mendapatkan seekor
unla yang lebih baik daripadanya” Baliau bersabda,
“Belikanlah unta yang lebih baik jtu untuknya dan
beriksnlah kepadanya! Sesunggulinys, sebaik-baik kamu
lalah orang yang paling bagus membayar utang.’

Akan tetapi apabila orang yang memberi utang itu
memberikan syarat supaya pembayaran atau pengembaliannya itu
dilebihkan, kelebihan itu menjadi riba dan haramlah ia memakan
kelebihan itu.? Seperti pada hadis yang diriwayatkan olehal-Haris bin

Abi Usamah:

. e:" PRI o',&, v, },o PR ’:01‘&/‘/’/04
;ub;y:rujg;m&gw,ivduzJu:u;auwjd;y

(bl U ol ) ) e dile
Artinya: Dari Ali r.a ia berkata, Rasulullah saw bersabda, “tiap-tiap

utang  yang sengaja untuk mencari natkah, maka hukumn ya
riba’

' Al-Hafizh Zaki Al-Din ‘Abd Al-‘Azhim Al-Mundziri, Mukhtasar Shaib Muslim, terj.
Ringkasan Shaih Muslim, penerj. Syinqithy Djamaludin dan Muhktar Zoerni (Bandung:Mizan, 2002),
h. 518.

*Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibariy, Terjemah Fathul My fn, Penerjemah: Aliv As’ad,
judul asli Fatul Mu'in, Jil. 2. (Yogyakarta: Menara Kudus, 1979 ), 213-214

* Ibnu Mas’ud, Zainal abidin, Figilh Madzhab Svali’i (I'disi Lengkap). | h. 68
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Begitu juga seperti yang terdapat pada kaidah fikih yang

berbunyi:

s I

e & 5 23 JS

Artinya: Setiap utang pivtang yang mendatangkan manfaat (bagi yang
mengutangkan) adalah riba. 7

T A. Djazuli, Kaidah-kaidsh Fikily (Kaidah-Kaidah {ukum Islam Dalam Menyelesaikan
masalah-Masalah Yang Praktss, cet. 1), (Jakarta: Kencana Prenada media Grup, 2006), h. 190.



BAB III

PRAKTIK PEMBIAYAAN MUSYARAKAH DI KSU SYARIAH
BMT AN-NUR MOJOSARI KABUPATEN MOJOKERTO

A. Gambaran umum KSU Syariah BMT An-Nur Mojosari Kabupaten

Mojokerto
1. Sejarah Dan Latrar Belakang Berdirinya KSU Syariah BMT An—Nur
Mojosari Kabupaten Mojokerto

BMT An-Nur didirikan sejak tanggal 22 bulan Desember tahun
2000 dengan Badan Hukum Koperasi Serba Uasaha (KSU) dengan
system konvensional dan menggunakan nama Koperasi Melati Muda.
Pada awal berdirinya, Koperasi Melati Muda melayani anggota dan calon
anggota pada bidang pcngadaan sembako, utamanya komoditi beras, gula
dan monyak goreng. Dalam usahanya koperasi bekerjasama dengan
Dolog, INKUD dan beberapa perusahaan produsen gula dan minyak

goreng curah.

Sejak tanggal 20 bulan Juli 2007, sistem yang dipakai Koperasi
Melati Muda yang semula menggunakan sistem konvensional diubah
menjadi sistem syariah dan berganti nama menjadi BMT An-Nur. BMT
An-Nur juga mcncmpati gedung baru di jalan Airlangga nomor 46
Kccamatan Mojosari  Kabupaten Mojokerto  Propinsi Jawa  Timur.

Tempat usaha yang sckarang ditempati BMT An-Nur adalah jalan

51
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protokol/utama. Dan sejak berubah nama menjadi BMT An-Nur, usaha
yang semula hanya unit perdagangan dan distribusi sembako ditambah
unit simpan pinjam syariah, dimana lini baru ini sekarang menjadi lini

usaha utama BMT An-Nur.!

a. Lokasi KSU Syariah BMT An-Nur Mojosari Kabupaten Mojokerto

berbatasan dengan:

Sebelah utara : Taman (taman lalu lintas Mojosari) dan Tugu
Sebelah selatan : 100 m dari klenteng

Sebelah timur : Swalayan Gading

Sebelah barat : Swalayan Metro

b. Visi KSU Syariah BMT An—Nur Mojosari Kabupaten Mojokerto
Menjadi Koperasi Jasa Keuangan Syariah yang terdepan,
profesional, berkesinambungan dan berwawasan sosial dengan
ditunjang oleh sistem yang maju. Dengan Motto: Terpercaya

Membangun Ekonomi Umat

1) Misi KSU Syariah BMT An—Nur Mojosari Kabupaten Mojokerto

Mcmbcrikan pelayanan jasa kcuangan syariah yang tcrbaik dan

' Profil Usaha KSU Syariah BMT An-Nur, h. 2.



2)

3)

53

professional, dan didukung oleh sumber daya manusia yang
handal dan mumpuni.

Meningkatkan kualitas hidup umat dengan adanya pelayanan
terbaik dalam bidang pembiayaan dan pendampingan usaha
mikro, kecil, dan menengah.

Ikut serta dalam pembangunan sumber daya manusia yang
berkelanjutan dalam bentuk simpanan untuk menjamin masa

depan lebih baik.”

2 1bid, b1
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2. Struktur Organisasi dan (job deskrips)i KSU Syariah BMT An-Nur
Mojosari Kabupaten Mojokerto

a. Struktur organisasi KSU Syariah BMT An-Nur Mojosari Kabupaten

Mojokerto®

Ketua Koperasi
(Hj. Nur Hayati)

Anggota Koperasi
(terdiri dari 20 orang
anggota)

Direktur
(H.M. Nurdinullah,
SE., MBA)

Manager Pembiayaan
(Ita Purtikasari)

Kasir
(Nur Fatayatin)

Accounting
(Nur Fatayatin)

CS/Teller Adm. Umum
(Shanti) (Abd.Rohman)

Surveyor/collector
(Eko)

¥ lta Purtika Sari, Wawancara dengan manager M1, KSU Syariah BMT" An-Nur Mojosari,
Kabupaten Mojokerto, 13 Mci 2011.
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b. Pembagian tugas (job deskripsi) di KSU Syariah BMT An-Nur

Mojosari Kabupaten Mojokerto

1)

2)

3)

4)

Ketua Koperasi bertugas mengkoordinasikan kegiatan seluruh
anggota pengurus dan menangani tugas pengurus yang
berhalangan, memimpin rapat dan mewakili koperasi didalam
dan diluar koperasi.  Berfungsi sebagai pengurus, selaku
pimpinan, berwenang melakukan segala kegiatan sesuai
dengan keputusan Rapat Anggota.

Anggota Koperasi mempunyai tugas mengawasi scluruh
kagiatan yang ada dalam KSU Syariah BMT An-Nur
Mojosari Kabupaten Mojokerto.

Dircktur bertugas mengawasi struktur organisasi yang
dibawahinya.

Manager Pembiayaan bertugas menganalisa semua transaksi
yang sesuai dengan kewenangannya, mengawasi setiap
transaksi pembiayaan yang terjadi dan merealisasi
pembiayaan serta mengkoordinasikan seluruh kegiatan usaha,
administrasi, organisasi dan  kctatalaksanaan scrta
membcrikan pelayanan administratif kepada pengurus dan

pengawas.
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Accounting bertanggungjawab membuat laporan transaksi,
baik aktiva maupun pasiva.

Kasir mengatur sirkulasi keuangan dan mencatat setiap
transaksi yang terjadi.

Surveyor/collector bertugas mensurvey keadaan nasabah
maupun calon nasabah pembiayaan dan sekaligus sebagai
penagih yang mendatangi nasabah.

Administrasi Umum bertugas memasukkan data nasabah
setelah pencairan.

Customer service/teller bertugas memberikan informasi-
informasi kepada nasbah maupun calon nasabah tentang
produk-produk yang dimilki oleh BMT dan tentang
persyaratan-persyaratan untuk menjadi nasabah produk
simpanan dan nasabah produk pembiayaan serta mencatat

transaksi para nasabah yang berhubungan dengan teller.

3. Produk-produk KSU Syariah BMT An-Nur Mojosari Kabupaten

Mojokerto

a.

Produk Simpanan

Ketentuan umum untuk simpanan adalah nasabah mengisi

formulir yang tclah discdiakan dan melampirkan fotokopi identitas
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(KTP/SIM) serta membayar iuran donasi/anggota sebesar Rp.

5000, 00.

1) Simpanan mudarabah

Adalah simpanan dengan menggunakan akad
mudarabah, pihak BMT dapat menggunakan simpanan dana
pihak ketiga ini dengan cara menyalurkannya dalam bentuk
pecmbiayaan. Nasabah sewaktu-waktu bisa menarik
simpanannya. Sctoran awal minimal Rp. 20.000,00 dan
setoran selanjutnya minimal Rp. 10.000,00. Nisbah bagi

* hasil yang diberikan kepada nasabah scbesar 17% dari

pendapatan BMT.

2) Simpana pendidikan
Adalah simpanan untuk biaya sekolah (TK sampai
dengan Perguruan Tinggi). Penarikannya dilakukan setiap
tahun ajaran baru atau sesuai dengan kesepakatan. Setoran
awal minimal Rp. 20.000,00 dan setoran seclanjutnya
minimal Rp. 10.000,00. Nisbah bagi hasil yang diberikan

kcpada basabah scbesar 18% dari pendapatan BMT.
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3) Simpanan walimah
Adalah simpanan untuk biaya pernikahan. Penarikan
dapat dilakukan saat menjelang pernikahan. Setoran awal
minimal Rp. 25.000,00 dan setoran selanjutnya minimal Rp.
10.000,00. Nisbah bagi hasil yang diberikan kepada nasbah

scbesar 20% dri pendapatan BMT.

4) Simpanan haji/umrah
Adalah simpanan untuk keperluan haji dan umrah.
Penarikan dapat dilakukan menjelang keberangnkatan haji
atau umrah. Setoran awal minimal Rp. 100.000,00 dan
seloran sclanjutnya minimal Rp. 50.000,00. Nisbah bagi
hasil yang diberikan kepada nasabah scbesar 20% dari

pendapatan BMT.

5) Simpanan qurban
Adalah simpanan untuk keperluan ibadah qurban dan
aqiqah. Penarikannya dilakukan minimal salu bulan
menjelang hari raya ‘Idul Adha atau tujuh hari menjelang
aqiqah. Sctoran awal minimal Rp. 20.000,00 dan sctoran

selanjulnya minimal Rp. 10.000,00 Nisbah bagi hasil yang
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diberikan kepada nasabah sebesar 17% dari pendapatan

BMT.

6) Simpanan deposito
Adalah simpanan berjangka yang pcnariknnya sudah
ditentukan waktunya, yakni 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12
bulan. Nasabah bisa memilih jangka waktu yang telah
ditentukan untuk menarik simpanannya. Setoran minimal
Rp. 500.000,00. Nisbah bagi hasil yang diberikan kepada
nasabah adalah: 20% (1 bulan), 25% (3 bulan), 30% (6

bulan), dan 35% (12 bulan) dari pendapatan BMT.

b.  Produk pembiayaan
1) Pembiayaan musyarakah
Adalah pembiayaan berdasarkan prinsip kerjasama.
Kerjasama patungan antara BMT dan anggota dimana
pendanaan disediakan olch kedua belah pihak dengan sistem bagi
hasil. Hasil dari keuntungan/pendapatan yang diperoleh dibagi
dua sesuai dengan perjanjian dan bagi hasil discpakati oleh kedua

belah pihak.
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2) Pembiayaan murabahah
Adalah pembiayaan berdasarkan prinsip juall beli.
Pembiayaan untuk keperluan pembelian baranga konsumsi
maupun alat pendukung usaha. Transaksi jual-beli barang yang
dubutuhkan anggota dengan pembayaran tangguh yakni pada
waktu jatuh tempo dan margin keuntungan BMT melalui

kesepakatan bersama.

3) Pembiayaan ijarah
Adalah pembiayaan dengan prinsip sewa-menycwa dalam
memenuhi kebutuhan anggota untuk menyewa assct pribadi
maupun untuk usaha. Margin kecuntungan dan cara pcmbayaran

melalui kesepakatan kedua pihak.4

Dari ketiga jenis pembiayaan yang ditawarkan oleh KSU Syariah
BMT An-Nur Mojosari Kabupaten Mojokerto, pembiayaan fjarah yang
paling domonan, scl_elah itu pembiayaan murabahah dan yang terakhir
adalah pembiayaan musyarakah karena sebagian besar masyarakat di

wilayah tersebut bermata pencaharian sebagai petani.’

* Brosur KSU Syariah BMT An-Nur Mojosari Kabupaten Mojokerto.
S Abdul Rahman , Wawancara dengan karvawan 13M7, KSU Syariah BMT An-Nur
Mojosari, Kabupaten Mojokerto, 19 Mei 2011,
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B. Praktik pembiayaan Musyarakah Di KSU Syariah BMT An—Nur Mojosari
Kabupaten Mojokerto

1. Proses Pengajuan Pembiayaan Musyarakah
a. Flow chart pembiayaan musyarakah di KSU Syariah BMT An-Nur

Mojosari Kabupaten Mojokerto.®

9
Calon N
Nasabah —1 5 €S —,2
Manager
Pemb.
- — —
Musyarakah
7 l : 5
Akad
6 Surveyor
l v 8
Kasir
Keterangan

1) Calon nasabah pcmbiayaan datang untuk mcngajukan
pcmbiayaan menemui customer scrvice dan mengisi formulir

pengajuan pembiayaan.

® Abdul Rahman , Wawancara dengan karvawan B3M1, KSU Syariah 3M1° An-Nur
Mojosari, Kabupaten Mojokerto, 19 Mei 2011.
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Customer service menyerahkan formulir pengajuan pembiayaan
kepada manager.

Manager memberikan tugas kepada surveyor untuk mensurvey
keadaan calon nasabah pembiayaan.

Surveyor memberikan informasi tentang keadaan calon nasbah
yang mengajukan pembiayaan.

Manager meminta customer service untuk menghubungi calon
nasabah pembiayaan (jika calon nasabah sudah diketahui
keadannya dan tidak bermasalah).

Customer service membuatkan akad pembiayaan dan
menyerahkannya kepada kasir.

Customer service menghubungi calon nasabah pembiayaan bahwa
pengajuan pembiayaannya telah disetujui.

Setelah diperiksa, kasir memberikan akad tersebut kepada
manager.

Calon nasabah pembiayaan datang menemui manager untuk
menandatangani  akad pembiayaan  sekaligus  pencairan

pembiayaan. ’

" Abdul Rohman, Wawancara dengan karvawan 13M1, KSU Syariah BM1" An-Nur
Mojosari, Kabupaten Mojokerto,. 19 Mei 2011,
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b. Penentuan pemberian pembiayaan musyarakah

1) Calon nasabah pembiayaan harus memiliki jaminan yang sudah
ditentukan oleh BMT An-Nur. Jika jaminan lengkap sesuai
persyaratan maka jumlah pembiayaan yang diajukan oleh calon
nasabah akan disetujui sesuai dengan jumlah yang diajukan, akan
tetapi jika persyaratan jaminan yang diberikan kurang lengkap
maka jumlah pembiayaan yang diajukan disetujui tapi kurang dari
nominal yang di ajukan dan bisa juga pengajuan pembiayaan
ditolak oleh BMT.?

2) Calon nasabah baik nasabah baru ataupun nasabah lama harus
melengkapi persyaratan administrasi yang meliputi:

a) Fotocopi KTP calon nasabah pembiayaan (peminjam) dan
penjamin. Jika peminjam belum berkeluarga maka yang
menjadi penjamin adalah keluarga atau rekan kerja.

b) Fotocopi Kartu Keluarga

¢) Fotocopi Surat Nikah (bila sudah berkeluarga)

d) Fotocopi Agunan (buku tabungan) dan Fotocopi saldo
jamsostek.

c) Menyerhakan jaminan berupa: BPKB, STNK, sertifikat, kartu

ATM, buku tabungan, dan kartu jamsostck. (bila jaminan

* Nur Vatayatin, Wawancra dengan karyawan BMT, KSU Syariah BM1" An-Nur Mojosari,
Kabupaten Mojokerto,. 19 Mei 2011.
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bukan atas nama sendiri maka harus ada surat keterangan dari
desa atau surat kuasa dari pemilik yang sebenarnya dan

bermatrai )°.

2. Praktik Pembiayaan Musyarakah

Sebelum menjelaskan lebih jauh tentang praktik pembiayaan
musyarakah di Di KSU Syariah BMT An-Nur Mojosari Kabupaten
Mojokerto penulis sedikit menjelaskan alasan kenapa KSU Syariah BMT
An—-Nur Mojosari Kabupaten Mojokerto menggunakan produk
pcmbiayaan musyarakah scbagai salah satu produk pembiayaannya.
Masyarakat yang berada di sekitar Di KSU Syariah BMT An-Nur
Mojosari Kabupaten Mojokerto umumnya adalah pedagang dan
karyawan swasta. Banyak pedagang kccil yang membutuhkan modal
sebagai tambahan usahanya sechingga mendorong BMT untuk
menerapkan pembiayaan musyarakah. Salah satu contohnya adalah
masyarakat daerah pacet yang sebagian besar masyarakatnya bermata
pencaharian sebagai pedagang dan petani dan sebagian besar pula datang
mengajukan pembiayaan musyarakah Di KSU Syariah BMT An—Nur

Mojosari Kabupatcn Mojokcrto. Dan masih ada beberapa contoh daerah

? Abdul Rohman, Wawancara dengan karvawan M7, KSU Syariah BM'I" An-Nur
Mojosari, Kabupaten Mojokerto, 19 Mei 2011
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lain yang menjadi alasan KSU Syariah BMT An—Nur Mojosari

Kabupaten Mojokerto untuk menerapkan pembiayaan musyarakah,’’

a. Modal yang disetorkan

Modal yang disetorkan berasal dari satu pihak yakni pihak
BMT. BMT tidak menanyakan berapa jumlah modal yang
dimiliki oleh nasabah pembiayaan jika nasabah sudah memiliki
usaha dan juga bagi yang belum memiliki usaha (nasabah yang
baru ingin membuat usaha), schingga berdampak pada bagi hasil
yang disepakati. Nasabah yang datang mengajukan pembiayaan
tidak membaritahukan berapa jumlah modal yang dimiliki dan
untuk menentukan berapa jumlah modal yang dimiliki nasabah,
pihak BMT melihat dari usaha yang sudah dimilki oleh nasabah
apakah kedepannya bisa berjalan dengan lancar atau tidak,
sedangkan bagi nasabah yang baru ingin memulai usaha dilihat
dari pekerjaan yang ditckuni sekarang dan jaminan yang

dijaminkan.

Bapak Sarmin selaku nasabah juga mengatakan bahwa pada

saal mengajukan pecmbiayaan musyarakah, dirinya tidak ditanya

'Y Nur Fatayatin, Wawancara dengan karvawan BMT, KSU Syariah BMT An-Nur
Mojosari, Kabupaten Mojokerto, 19 Mei 2011,
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oleh pihak BMT mengenai modal yang dimilkinya, yang dilihat

hanyalah dari jaminan dan usahanya."!

b. Pihak yang bekerja
Pihak yang bekerja adalah nasabah, BMT hanya mengawasi
aktifitas/kegiatan kerja nasabahnya sctiap bulannya sckaligus

managih angsuran.

c. Pola pembagian hasil atau keuntungan dan kerugian

Pola pembagian hasil disini sudah ditetapkan, yakni sebesar
2% untuk BMT dan untuk nasabah tidak diketahui berapa
jumlahnya (seperti yang tertera pada akad pembiayaan
musyarakah pada pasal 2 ayat (1)). Jika terjadi kerugian yang
terjadi karcna nasabah maka kcrugian ditanggung sendiri olch
nasbah, namum apabila terjadi kerugian yang disebabkan karena
kondisi yang tidak dapat dihindari seperti bencana alam, maka

kerugian ditanggung bersama.

d. Biaya administrasi
Biaya administrasi hanya dikenakan pada waktu pencairan
pcmbiayaaan setclah itu tidak lagi dikanakan sctiap bulannya.

Biaya administrasi yang dibcbankan kcpada nasabah mcliputi:

" Sarmin, wawancara dengan nasabah 13AM1, KSU Syariah BMT An-Nur Mojosari,
Kabupaten Mojokerto, 12 Mei 2011
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Biaya asuransi : Jika sewakt u-waktu nasabah mendapatkan
musibah maka akan ditanggung oleh pihak

asuransi.

Biaya provisi : Adalah cadangan kerugian piutang yang
dipotong sccara langsung oleh BMT
sebesar 1% dari jumlah pembiayaan pada

saat pencairan.

Matrai : Pada setiap akad pembiayaan dikenakan

matrai dua rangkap.

¢. Jenis jaminan
Dalam memberikan pembiayaan musyarakah ini, jaminan
adalah salah satu syarat terpenuhinya transaksi pembiayaan.
Jaminan disini dibedakan menjadi dua berdasarkan jenis pcmohon

pembiayaan, yakni:

1) Pembiayaan Khusus, yakni pemohon pembiayaan “adalah
karyawan scbuah pcrushaan dan jenis jaminan yang digunakan
adalah kartu ATM, buku tabungan, slip gaji, dan kartu
jamsostck.

2) Pcmbiayaan Umum, yakni pcmohon pembiayaan adalah sclain

karyawan pcrushaan dan jenis jaminan yang digunakan adalah
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BPKB dan serifikat-sertifikat lainnya yang berharga yang
bukan sertifikat rumah atu tanah.'?
f. Jangka waktu pembiayaan
Jangka waktu pembiayaan dibuat sesuai dengan keinginan
nasabah dan sesuai dengan kesanggupan nasabah dalam

mengangsur setiap bulannya.

g. Recalisasi pembiayaan
Sctelah persyaratan-persyaratan dan jaminan-jaminan sudah
lengkap maka pencairan bisa dilakukan. Sehari sebelum
pencairan, nasabah dihubungi terlcbih dahulu oleh pihak BMT.
Nasabah yang mengajukan pcmbiayaan harus datang sendiri
bersama penjaminnya dan tidak boleh diwakilkan kepada

siapapun meskipun keluarganya.

h. Pengeluaran jaminan
Pengeluaran jaminan dilakukan jika nasabah telah melunasi
scluruh pembiayaannya beserta denda-dendanya jika nasabah
menunggak dan jaminan hanya dapat diambil oleh debitur sendiri,
kccuali jika dcbitur berhalangan maka dapat diwakilkan dengan

menunjukkan surat kuasa bermatrai.

"2 Shanti Junaidi , Wawancara dengan karvawan BM1, KSU Syariah BMT An-Nur
Mojosari, Kahupaten Mojokerto, 13 Mei 2011,



69

i. Berakhirnya kontrak pembiayaan musyarakah
Akad/kontrak pembiayaan musyarakah berakhir jika nasabah
telah melunasi seluruh pembiayaannya beserta denda-dendanya
jika menunggak. Akan tetapi jika pada saat jangka waktu
pembiayaan berakhir dan nasabah belum melunasi seluruh
pembiayaannya maka akad/kontrak pembiayaan musyarakah

belum dianggap berakhir."

j. Denda
Denda adalah biaya keterlambatan yang dihitung berdasarkan
jangka waktu keterlambatan. Jika nasabah telat dalam
mengangsur tiap bulannya jatuh tcmpo pembiayaan belum juga

dilunasi maka akan dikcnakan denda.
Denda keterlambatan sebelum jatuh tempo:

N(denda) = Nominal angsuran X 3%
Missal:  Nominal angsuran: Rp. 1000.000,00
1.000.000 X 3% = Rp. 30.000/bulan
Denda keterlambatan pclunasan setelah jatuh tempo:
N = Nominal angsuran X 8% + 30 (jumlah hari dalam satu
bulan)

Misal : Nominal angsuran ~ : Rp. 1000.000,00

" Nur Fatayatin, Wawancra dengan karyawan BMT, KSU Syariah BM'T" An-Nur Mojosari,
Kabupaten Mojokerto, 19 Mei 2011.
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1000.000 X 8% + 30 = Rp. 2700/hari

Denda untuk pembiayaan yang belum jatuh tempo dihitung
pebulan sedangkan denda untuk pembiayaan yang sudah jatuh
tempo dihitung perhari. Akan tetapi pada kenyatannya BMT
tidak bisa mengurangi denda nasabah dengan alasan-alasan

tertentu.14

3. Pola Penghitungan Bagi Hasil Pembiayaan Musyarakah
Modal nasabah yang melakukan kerjasama tersebut tidak diketahui
berapa jumlahnya karena dalam akad hanya tercatat modal yang berasal
dari BMT. Dalam menentukan bagi hasil, BMT An-Nur mempunyai
perhitngan sendiri dan BMT sudah menelapkan berapa jumlah
keuntungan atau bagi hasil yang diberikan nasabah kepada BMT adalah
sebesar 2% dari jumlah pembiayaan yang diberikan. Rumus

perhitungannya sebagai berikut:

Pokok = jumlah pembiayaan + jangka waktus pembiayaan.
Bagi Hasil = Jumlah Pembiayaan X 2%.
Angsuran /bulan = Pokok + Bagi Hasil.
Misal : Jumlah Pembiayaan :Rp. 1000.000,00
Jangka Waktu : 10 bulan
1000.000 + 10 bulan = Rp. 100.000/bulan (pokok)

" Shanti lunaidi, Wawancara dengan karyawan BM7, | KSU Syariah BMT An-Nur
Mojosari, Kabupaten Mojokerto, 19 Mei 2011.
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1000.000 X 2% = Rp. 20.000/bulan (bagi hasil)
100.000 + 20.000 = 120.000/bulan (ansuran pebulan)
Jadi jumlah bagi hasil yang diberikan nasabah kepada BMT adalah

2% (seperti yang tertera pada pasal 1 ayat (1) untuk jumlah keseluruhan
dan pasal 4 ayat (1) untuk jumlah perbulannya) dari jumlah pembiayaan
yang diberikan. Jumlah pembiayaan yang diterima nasabah bukan lagi
scbesar nominal yang telah diajukan tctapi ditambah dengan bagi hasil

yang sudah ditetapkan sehinnga nilai pembiayaan bertambah.'®

Untuk pembayaran angsuran pembiayaan musyarakah terdapat dua
macam, yaitu dengan sistem biasa dan sistem tempo. Sistem biasa yakni
nasabah setiap bulannya mengangsur scjumlah pokok angsuran ditambah
dengan margin dan untuk sistem tempo nasabah setiap bulannya hanya
membayar margiﬁnya saja sedangkan pokoknya dibayar ketika jatuh
tempo. Untuk produk pembiayaan jjarah dan murabahah sistcm

. .o 16
pembayaran angsurannya menggunakan sistem yang biasa.

Untuk bagi hasil yang dipcroleh nasabah jumlahnya tidak diketahui
berapa prosentascnya karcna dalam akad pembiayaan musyarakah tidak

discbutkan bcrapa proscnntasc bagi hasil yang didapat olch nasabah

' Shanti Junaidi, Wawancara dengan karvawan BMT, KSU Syariah BMT An-Nur
Mojosari, Kabupaten Mojokerto, 19 Mci 2011.

' Nur Fatayatin, Wawancara dengan karyawan BMT, KSU Syariah BMT An-Nur Mojosari,
Kabupaten Mojokerto, 19 Mei 201 1.
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setiap bulannya. Hampir keseluruhan nasabah BMT An-Nur adalah
masyarakat awam yang belum mengetahui akad pembiayaan musyarakah
dan tidak peduli akad yang bagaimana yang gunakan untuk jenis
pembiayaannya karena bagi nasabah yang penting meraka mendapatkan
pembiayaan dan berapa jumlah angsuran yang harus mereka bayar setiap

bulannya."”

Ibu Ainiyah selaku nasabah BMT mengatakan, bahwa sebelum
mengajukan pembiayaan musyarakah, dirinya telah menghitung sendiri
berapa besar angsuran yang akan dibayarnya setiap bulan dan berapa
denda yang harus dibayarnya pula jika ia tidak dapat mengangsur tcpat
waktu dan ia juga mengatakan sama sckali tidak mengerti mengenai akad
pembiayaan yang di ajukannya karcna bagi Ibu Ainiyah hal terpenting
adalah pengajuan pembiayaannya untuk berdagang disetujui oleh pihak

BMT'®

"Ita Purtikasari, Wawancara dengan Manager BMT, KSU Syariah BMT An-Nur Mojosari,
Kabupaten Mojokerto, 19 Mci 201 1.

1 Ainiyah, wawancara dengan nasabah BMT, KSU Syariah BMT An-Nur Mojosari,
Kabupaten Mojokerto, 20 Mei 2011,



BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBIAYAAN
MUSYARAKAHDI BMT DI KSU SYARIAH AN-NUR MOJOSARI

A. Analisis Tarhadap Praktik Pembiayaan Musyarakah di KSU Syariah BMT
An-Nur Mojosari Kabupaten Mojokerto

Berdasarkan dari penjelasan pada bab III secara panjang lebar, maka
pada bab ini akan akan fokus membahas bagaimana Analisis Tarhadap
Paraktik Pembiayaan Musyarakah di KSU Syariah BMT An—Nur Mojosari
Kabupaten Mojokerto dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktik
Pembiayaan Musyarakas di KSU Syariah BMT  An-Nur Mojosari

Kabupaten Mojokerto .

Dapat diketahui bahwa pelaksanaan akad pembiayaan musyarakah di
KSU Syariah BMT An-Nur Mojosari Kabupaten Mojokerto berbentuk
perkataan, tulisan dan perbuatan serta akad yang dilakukan sudah menjadi
kebiasaan yang ada di KSU Syariah BMT An-Nur Mojosari Kabupaten

Mojokerto.

Dalam figh muamalah, tidak dijelaskan mengenai  prosedur
pembiayaan Musyarakah dan bagaimana cara pengajuan permohonannya,
dimana calon nasabah harus mendatangai  lembaga kcuangan yang

menycdiakan produk pembiayaan tersebut, dan disini lembaga kcuangan itu

73
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adalah BMT dan prosedurnya seperti yang ada pada flow chart di bab III
yang secara khusus ada pada KSU Syariah BMT An-Nur Mojosari

Kabupaten Mojokerto.
Dalam pengajuan pembiayaan musyarakah di KSU Syariah BMT

An-Nur Mojosari Kabupaten Mojokerto terdapat kesimpulan ketentuan-

ketentuan sebagai berikut:

l. KSU Syariah BMT An—Nur Mojosari  Kabupaten Mojokerto
menyediakan dana yang diminta oleh nasabah. (terkadang jumlah dana
yang diminta dicairkan kurang dari yang diminta oleh nasabah).

2. KSU Syariah BMT An-Nur Mojosari Kabupaten Mojokerto tidak ikut
campur dalam pengelolaan usaha nasabah.

3. Margin keuntungan yang diterima oleh KSU Syariah BMT An-Nur
Mojosari Kabupaten Mojokerto sebesar 2% dari jumlah pembiayaan atau
modal.

4. Jika terjadi kerugian maka akan ditanggung oleh pihak kedua yaitu
nasabah kecuali jika disebabkan oleh bencana seperti yang tertera pada
akad pembiayaan musyarakah pasal 11 ayat 1.

Dari ketentuan diatas, modal atau dana yang disctorkan hanya dari

pihak pertama yaitu BMT, scdangkan modal atau dana dari nasabah tidak
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dikatahui seperti pada pasal 1 ayat (2) akad pembiayaan musyarakah KSU

Syariah BMT An~Nur Mojosari Kabupaten Mojokerto

Hal ini berbeda dengan dengan konsep musyarakah pada literatur-
literatur yang ada dimana modal dari kedua belah pihak yang melakukan
akad syirkah harus jelas dan modal yang yang dimaksud adalah harta, bukan
keahlian atau tenaga. Dalam kerjasama yang ada pada KSU Syariah BMT

An-Nur Mojosari Kabupaten Mojokerto yang menjadi investasi adalah uang,

Dalam perseroan atau kerjasama semacam ini yang menjadi investasi
adala uang dan syarat investasi (modal) tersebut harus jelas, sehingga
langsung bisa dikelola. Sebab perseroan dengan investasi yang tidak jelas,

tidak diperbolehkan. !

Pada produk pembiayaan musyarakah, modal adalah menjadi hal
paling penting dan prosentase besar kecilnya modal para pihak juga
menentukan besar kecilnya pambagian kauntungan dan kerugian yang akan
di tanggung oleh para pihak. Jika modal tidak sejenis maka harus dikurskan
terlebih dahulu. Berdasarkan atas pendapat Taqyuddin An-Nabhani, bahwa

modal musyarakah itu dapat berasal dari barang atau benda-benda produktif

' Ibid.
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dengan syarat modal tersebut dinominalkan terhadap rupiah atau mata uang

lain yang disepakati.?

Pada KSU Syariah BMT An—Nur Mojosari Kabupaten Mojokerto,
modal atau investasi dari nasabah tidak diperhitungkan (bagi nasabah yang
sudah mempunayai usaha) ataupun tidak ditanyakan (bagi nasabah yang baru
ingin memulai usaha) sehingga modal dari nasabah menjadi tidak jelas.
Sehingga pembagian keuntungan untuk nasabah juga tidak diketahui

jumlahnya,

Margin atau keuntungan sepihak yang ditetapkan oleh KSU Syariah

 BMT An-Nur Mojosari Kabupaten Mojokerto sebesar 2% merupakan margin
yang di ambil dari jumlah modal bukan dari jumlah laba yang didapat dari
nasabah selama melakukan kagiatan usahanya. Dalam dunia lembaga
keuangan, pembagian keuntungan bisa dilakukan dengan saling tawar
menawar-antara lembaga keuangan dan nasabah. Sedangkan yang terjadi
pada KSU Syariah BMT An-Nur Mojosari Kabupaten Mojokerto,
keuntunagan untuk pihak BMT sudah ditentukan, yakni sebesar 2% dari
jumlah pembiayaan yang diberikan kepada nasabah dan kerugian hanya

ditanggung oleh pihak kedua yakni nasabah, seperti yang tertera pada pasal 1

2 Taqyudin An-Nabhani, An-Nidfam Allqtishadi Fil Islam, penerj. Moch. Maghfur Wachid,
teri. Membangun Sistem Ikonomy Alternatil Perspektif Islam, h. 156.
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ayat (1) akad pembiayaan musyarakah KSU Syariah BMT An-Nur Mojosari

Kabupaten Mojokerto.

Berdasarkan penjelasan di atas dan dari konsep musyarakah yang ada,
menurut penulis bahwa praktik pembiayaan musyarakah yang ada pada pada
KSU Syariah BMT An-Nur Mojosari Kabupaten Mojokerto tidak tergolong
dari lima macam pembagian dari syirkah al- ‘uqud melainkan seperti utang-

piutang atau a/-qgard .s

- Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pembiayaan Musyarakah di KSU
Syariah BMT An-Nur Mojosari Kabupaten Mojokerto

Pada bab sebelumnya yakni bab II telah dijelsakan konsep
musyarakah dan utang-piutang dalam Islam. Dalam akad musyarakah dan
utang-piutang tentunya memiliki rukun dan syarat yang berbeda. Dalam akad
musyarakah rukun dan syarat yang harus dipenuhi, jika tidak maka akad
musyarakah tersebut menjadi tidak sah begitu juga pada akad utang-piutang,
Dalam akad pembiayaan musyarakah yang ada pada pada KSU Syariah BMT
An-Nur Mojosari Kabupaten Mojokerto, rukun-rukun musydrakah sudah
terpenuhi tapi tidak dengan syarat-syaratnya dan juga dengan beberapa
ketenuan yang tidak sesuai dengan konsep musydrakah dalam Islam. Syarat
yang tidak dipenuhi adalah dalam hal modal, karcna modal dalam akad

kerjasama ini harus discbutkan dengan jelas berapa jumlah investasi modal
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masing-masing pihak sedangkan pada pada KSU Syariah BMT An~Nur
Mojosari Kabupaten Mojokerto, modal yang disecbutkan hanya dari pihak
BMT dan modal nasabah tidak ada. Begitu juga dengan pembagian
keuntungan dan kerugian, BMT sudah menetapkan keuntungan untuknya
sebesar 2% dari jumlah pembiayaan yang diberikan kepada nasabah dan
kerugian hanya ditanggung oleh pihak nasabah kecuali dalam hal force
majeure. Seperti yang tertera pada pasal 4 ayat (1, 2, dan 3) akad
pembiayaan musyarakah KSU Syariah BMT An-Nur Mojosari Kabupaten

Mojokerto.

Perjanjian sepihak dalam pasal ini bertentangan dengan konsep teori
musyarakah pada umumnya yang menjelaskan bahwa perjanjian keuntungn
dan kerugian detetapkan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak dan
tidak boleh ditetapkan oleh salah satu pihak. Juga beradsarkan pada pendapat
M. Nejatullah Siddiqi bahwa jika salah satu dari kedua pihak menetapkan
satu jumlah dirham tertentu dalam syirkah atau mudarabah, maka itu tidak
dapat disahkan.’ Demikian juga dalam kontrak harus disebut berapa persen

dari laba, bukan berapa persen dari modal.*

M. Nejatullah Siddiqi, Kemiitraan Usaha.. ., h. 20.
*Muh. Zuhri, Riba Dalam al-Qur’an dan Masalah Perbankan (Schuah Tilikan Antisipatif),
(Jakarta:PT Raja Garfindo Persada, 1996), h. 162.
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Dalam pembiayaan musyarakah yang ada pada KSU Syariah BMT
An—Nur Mojosari Kabupaten Mojokerto, hampir keseluruhan dari
ketentuan pasal-pasalnya tidak mencerminkan konsep musyarakah yang
sesungguhnya, akan tetapi menurut penulis adalah a/-gard atau utang-

piutang yang mereka sebut dan diberi nama pembiayaan musyarakah.

Pada hakikatnya, utang-piutang dapat memberikan banyak
manfaat/syafaat kepada kedua belah pihak. Hutang-piutang merupakan
perbuatan saling tolong menolong antara umat manusia yang sangat
dianjurkan oleh Allah SWT selama tolong-menolong dalam kebajikan.
Hutang-piutang dapat mengurangi kesulitan orang lain yang sedang
dirundung masalah serta dapat memperkuat tali persaudaraan kedua belah

pihak.

Namun pada kenyatannya yang terjadi di KSU Syariah BMT An—Nur
Mojosari Kabupaten Mojokerto, hampir menghapus sisi tolong-menolong
karena dalam pembayaran angsuran BMT sudah menentukan jumlah
tambahan dalam pengembaliannya yang mereka sebut dengan margin atau
bagi hasil. Dalam perjanjian utang-piutang, jika si pemberi hutang
memberikan syarat penambahan atau manfaat dalam pengemabliannya, maka
tidak diperbolehkan, bahkan di anggap scbagai riba dan riba dilarang dalam

islam, scperti pada hadis yang diriwayatkan olchal-Haris bin Abu Usmah:
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Artinya: Dari Ali r.a ia berkata, Rasulullah saw bersabda, “tiap-tiap utang
yang sengaja untuk mencari nafkah, maka hukumnya riba”>

Begitu juga seperti yang terdapat pada kaidah fikih yang berbunyi:

P -2

L;,}%éuf},,b"}y

Artinya: Setiap utang piutang yan; mendatangkan manfzat (bagi yang
mengutangkan) adalah riba.

Akan tetapi jika penambahan atau manfaat itu berasal dari si
penghutang dan ia rela memberikannnya kepada pemberi hutang maka
diperbolehkan dan ini termasuk sebaik-baiknya pengemblian, seperti pada

hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah:

PR SN S O o8 . 7. PR D se. M . . e ° -
,@Hd,&umuu:mg,:ﬂ)&g;,gotf:Ju:;;mg?,u,;@fc,;
ulru,wimuuf‘,.wwp,wf»‘g&w\uwsbwdﬁm
dor 2 [ . iz .

Sk e W S0 2 0 S By s 1 0 Y G ot

’/. o‘ha’n’ aao’o, - ° ‘f J:’e’o’.’)’!e)aaf":‘ °
s lad (S fﬁjlgﬁwdp,oh[o#bdo)ﬁ»b.Jbg.i:»w

ARAY

Artinya: Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a: Rasulullah saw pernah
mempunyai utang kcpadaseorang laki-laki, lalu orang itu menagih
beliau dengan nada keras sehingga membangkitkan rasa kesal
sahabt-sahabat Nabi saw kepadanys. Akan tetapi Nabi saw
bersabda, ” scsungguhnya, orang yang mempunyai hak, dia berhak

* 7.ainuddin bin Abdul Az al-Malibariy, Terjemah Fathul Muin....., 213-214
® A. Diazuli, Kaidah-kaidah Likib. . ... h. 190,
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menuntut haknya’. Lalu beliau bersabda kepada mereka (para
sahabat beliau), “Belikanlah untuknya (orang tersebut) seekor unta
muda, kemudian barikanlah unta itu kepadanya”. Mereka berkata, “
kami tidak mendapatkannya, tetapi kami mendapatkan seekor unta
yang lebih baik daripadanya’. Baliau bersabda, ‘“Belikanlah unta
yang lebih baik itu untuknya dan berikanlah kepadanya!
Sesungguhnya, sebalk-bazk kamu ialah orang yang paling bagus
membayar utang.”

Penambahan yag ditetapkan oleh KSU Syariah BMT An-Nur
Mojosari Kabupaten Mojokerto merupakan suatu tambahan yang disyaratkan

dan tidak diperbolehkan dalam Islam karena termasuk dalam riba

Islam menganjurkan dalam melakukan setiap transaksi hendaklah
dilakukan dengan saling ihklas dan rela, karena al-Qur’an sangat melarang

memakan harta orang lain secara tidak sah seperti dalam surat an-Nisa’ ayat

29:

. Pl w - -3 2 P . 2f, - . 4 JGe L 4E
o 5 T8 of Y Yl aiemity (Sl it gk Q- AT s

B L3 3K H8 & lri..a.;ll}i..’a:. u,,s;,

Artinya: Hal orang-orang yang beriman, janganiah kamu saling memakan harta
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan pernisgaan
yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah
kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalash Maha
Penyayang kepadamu.®

T Al-Tlafizh Zaki Al-Din *Abd Al-' Azhim Al-Mundviri, Mukhiasar Shailh Muslim, ..., . 518.
* Departemen Agama Republik Indonesia, af - Qur'an Dan Terjmahnya, h. 122.



82

Ayat tersebut merupakan sebuah bentuk larangan memakan harta
seseorang dengan cara yang tidak sah kecuali dengan jalan yang berlaku rela

sama rela.

Tidak diterapkannya prinsip muamalah khususnya musysrakah dan
utang-piutang  sesuai dengan hukum Islam membuat  tidak

dibenarkan/disahkannya transaksi yang sedang dilakukan.

Akan tetapi sebaliknya, jika prinsip muamalah dilakukan sesuai
dengan konsep yang ada dalam Islam maka perbuatan yang dilakukan dapat

dibenarkan/disahkan.



BABV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1.

Praktik pembiayaan musyarakah yang diterapkan di KSU Syariah BMT
An-Nur Mojosari Kabupaten Mojokerto adalah modal usaha hanya
berasal dari salah satu pihak yakni pihak BMT saja sedangkan dari
nasabah tidak ada, juda pada pembagian keuntungan dan kerugian sudah
ditetapkan oleh BMT, yaitu keuntungan yang didapat oleh BMT sebesar
2% dari modal atau jumlah pembiayaan dan jika terjadi kerugian hanya
di tanggung oleh pihak kedua saja yakni nasabah baik sengaja atau tidak
sengaja kecuali dalam keadaan force majeure..

Menurut penulis Praktik pembiayaan musyarakah yang diterapkan di
KSU Syariah BMT An-Nur Mojosari Kabupaten Mojokerto bukanlah
akad musyarakah yang sebenarnya dalam Islam, melainkan praktik
utang-piutang (a/-qard) yang biasa disebut dengan pinjaman atau kredit
pada lembaga keuangan konvensional karena tidak ada penyertaan
modal dari nasabah dan bagi hasil yang ditctapkan juga sepihak hanya
untuk pihak KSU Syariah BMT  An-Nur Mojosari Kabupatcn
Mojokerto.System utang piutang yang biasa disebut dengan pinjaman
atau kredit (yang olch pihak KSU Syariah BMT An — Nur Mojosari

Kabupatcn Mojokerto discbut dengan pembiavaan musyarakalh) tidak

83
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sesuai dengan kaidah Islam. Alasannya karena pada pengembaliannya
disyaratkan adanya penambahan. Dalam Islam, penambahan dalam

pengembalian hutang dilarang karena termasuk riba.

B. Saran

1. Sejalan dengan penelitin ini, penulis menyarankan kepada pengelola dan
pendiri KSU Syariah BMT An-Nur Mojosari Kabupaten Mojokerto
hendaknya untuk lebih menyelarasakan implementasi akad pembiayaan
musyarakalmya seperti yang telah ditentukan dalam Islam khusunya
pada aspek modal, penanggulangan resiko dan bagi hasil. Atau jika BMT
merasa kesulitan untuk melakukan akad pembiayaan musyarakah
sebaiknya menggunakan akad pembiayaan yang lain misalnya seperti a/-
qarad.

2. Hendaknya KSU Syariah BMT An—Nur Mojosari Kabupaten Mojokerto
harus membarikan informasi yang benar dan jelas kepada nasabah
mengenai jenis-jenis produk pembiayaan yang ditawarkannya schingga

nasabah juga mengerti akad pembiayaan apa yang mereka transaksikan.
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